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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Sistem pembelajaran Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri 

Sipil (CPNS) menuntut seluruh peserta untuk mampu 

mengaktualisasikan substansi mateh pembelajaran yang telah 

dipelajahdalam suatu agenda Habituasi. Dalam Peraturan 

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, Agenda 

Habituasi ini memfasilitasi peserta untuk melaksanakan kegiatan 

berdasarkan mata pelatihan yang telah dipelajari. Agenda 

Habituasi ini meliputi rancangan aktualisasi, pembimbingan 

pembelajaran aktualisasi, melaksanakan seminar rancangan 

aktualisasi, melaksanakan aktualisasi di tempat kerja, dan 

menyusun laporan aktualisasi.

Pembelajaran agenda habituasi diawali dengan sesi 
penjelasan konsep habituasi, penyusunan, serta menghubungkan 

materi-materi iainnya yaitu Agenda Nilai-Nilai Dasar ASN pada 

Agenda Habituasi. Selanjutnya, sesuai dengan tahapan-tahapan 

kegiatan pembelajaran aktualisasi bertujuan agar Peserta 

memahami tuntutan pembelajaran pada setiap kegiatan 

pembelajaran aktualisasi. Setiap rancangan aktualisasi yang 

direncanakan peserta harus mengandung unsur-unsur Nilai-Nilai 
Dasar ASN dan Peran dan Kedudukan ASN dalam NKRI, Peserta 

harus mampu menghubungkan kedua agenda ini dengan tujuan 

agar peserta mampu mengaktualisasikan perubahan-perubahan di 
unit kerjanya yang sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN. Selain itu, 
peserta juga didorong untuk mampu melakukan analisis dampak 

apabila nilai-nilai dasar PNS tidak diterapkan dalam pelaksanaan



tugas jabatan, menyiapkan rencana presentasi laporan 

pelaksanaan aktualisasi, dan melaksanakan seminar aktualisasi.
Kompetensi menyusun rancangan aktualisasi dapat 

diperoleh peserta dengan proses pembimbingan dari coach 

(pembimbing yang ditunjuk dari lembaga pelatihan) dan mentor 

(atasan peserta yang ditujuk oleh pejabat pembina kepegawaian 

instansi peserta). Sehingga peserta mampu menyusun kertas kerja 

rancangan aktualisasi, melaksanakan seminar rancangan 

aktualisasi, menerapkan rancangan aktualisasi, dan menyusun 

laporan aktualisasi, tidak diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas 

dan jabatan, mempersiapkan rencana presentasi laporan 

aktualisasi, melaksanakan seminar aktualisasi, dan point 
terpentingnya peserta mampu menganalisis dampak apabila nilai- 
nilai dasar PNS. Dengan pemahaman ini, di penghujung 

pembelajaran, peserta mampu melaksanakan pekerjaan secara 

profesional. Disamping coach yang ditunjuk di tempat pelatihan, 
selama masa off campus untuk aktualisasi di tempat kerja, 
dimungkinkan peserta akan belajar tentang penguatan kompetensi 
teknis bidang tugas melalui proses pembimbingan dari coach yang 

ditunjuk oleh pejabat Pembina kepegawaian instansi. Coach 

tersebut bertugas membimbing peserta melakukan kegiatan 

pembelajaran penguatan kompetensi teknis bidang tugas sesuai 
dengan tuntutan pekerjaan. Dalam kondisi tertentu coach yang 

dimaksud disini perannya dimungkinkan dapat dirangkap oleh 

mentor peserta.
Dengan adanya pengalaman belajar pada agenda habituasi 

ini dirancang agar peserta mendapatkan pengetahuan tentang 

konsep habituasi melalui kegiatan pembelajaran aktualisasi di 
lingkungan kerjanya berdasarkan permasalahan-permasalahan 

yang disoroti oleh peserta yang terjadi di unit kerja terkait. Adanya 

kendala Ini yang mendasari kegiatan perubahan atau invoasi yang



dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem kerja sehingga dalam
jangka Panjang akan meningkatkan kinerja di unit kerja peserta.

B. DasarHukum
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2002 tentang

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)
d. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat 

Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia;

e. Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan 

Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris 

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
2 Tahun 2016;

f. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2018 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri 
Sipil

g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan 

Fungsional Analis APBN



BAB II
PROFILORGANISASI

A. VISI MISI PUSAT KAJIAN ANGGARAN
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, 

DPD, dan DPRD menyebutkan bahwa Dewan Penwakilan Rakyat 
Republik Indonesia (DPR Rl) memiliki 3 fungsi utama yaitu legislasi, 
anggaran, dan pengawasan. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, 
DPR Rl mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1) Memperhatikan pertimbangan DPD dalam pembahasan 

Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN
2) Membahas dan memberikan persetujuan atas RUU APBN 

yang diajukan presiden dengan memperhatikan 

pertimbangan DPD

3) Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan DPD atas 

pelaksanaan APBN

4) Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional 
lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar 
bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan 

negara

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl nomor 6 

tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 
dan Badan Keahlian DPR Rl sebagaimana diubah dengan 

peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2016, Pusat Kajian 

Anggaran memiliki tugas untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan wewenang dan tugas DPR Rl di bidang perancangan 

APBN.

Pusat Kajian Anggaran yang bekerja di bawah Badan 

Keahlian DPR Rl fokus pada tugas dan fungsi yang telah 

ditetapkan sebagai unsur pelaksanaan fungsi anggaran DPR Rl, 
memiliki visi sebagai berikut:



❖ Pusat Kajian Anggaran yang profesiona! mempunyai 
makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, 
Pusat Kajian Anggaran mempunyai kompetensi untuk 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR Rl secara 

baik dan benar, dan juga berkomitmen untuk terus 

meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM.
❖ Pusat Kajian Anggaran yang andal mempunyai makna 

bahwa Pusat Kajian Anggaran mampu melakukan 

koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana-rencana kerja 

sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta dapat 
diimplementasikan.

*> Pusat Kajian Anggaran yang a/cunfabe/mempunyai 
makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
dukungan keahlian, Pusat Kajian Anggaran mampu 

bertanggung jawab atas tiap tindakan, keputusan, dan 

kebijakan termasuk pula di dalamnya pemberian informasi 
kepada publik sesuai tugas dan fungsi DPR dalam 

mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR Rl.
Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Pusat Kajian Anggaran 

memiliki misi sebagai berikut:

❖ Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian 

anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi 
anggaran Dewan.

❖ Memperkuat manajemen pengetahuan.
❖ Memperkuat pengembangan profesi Analis APBN.



B. STRUKTUR ORGANISASI
Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Kajian Anggaran
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C. PENJELASAN TUGAS DAN FUNGSI
Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Pusat Kajian Anggaran 

memiliki beberapa fungsi yaitu:

1) Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Kajian 

Anggaran

2) Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat 
Kajian Anggaran

3) Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran 

Pusat Kajian Anggaran

4) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit 
organisasi di lingkungan Pusat Kajian Aggaran

5) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan 

kajian anggaran

6) Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan kajian anggaran
7) Pelaksanaan dukungan evaluasi kajian anggaran
8) Pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran
9) Pelaksanaan tata usaha Pusat Kajian Anggaran
10) Penyusunan laporan kinerja Pusat Kajian Anggaran
11) Pe!aporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala 

Badan Keahlian DPR Rl
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2014 tentang 

Jabatan Fungsional Analis APBN menyatakan bahwa yang 

dimaksud Analis APBN adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi 
tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk 

melakukan kegiatan analisis APBN. Analis APBN termasuk dalam 

rumpun jabatan fungsional dimana jenjang jabatan fungsional Analis 

APBN terdiri dari Analis APBN Ahli Pertama, Analis APBN Ahli 
Muda, Analis APBN Ahli Madya, dan Analis APBN Ahli Utama. 
Untuk Analis APBN Ahli Pertama memiliki tugas dan fungsi sebagai 
berikut:



a. Melakukan pembahasan internal dalam rangka persiapan 

mengikuti dan/atau mendampingi rapat-rapat DPR sesuai siklus 

APBN, BPK, dan DPD;
b. Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka penyusunan 

laporan dalam rapat-rapat DPR Rl sesuai siklus APBN, BPK, 
DPD;

c. Melakukan pendampingan dan dukungan keahlian dalam 

rangka rapat-rapat DPR Rl sesuai siklus APBN, BPK, DPD;
d. Pengumpulan data dan informasi dari 

Kementerian/Lembaga/Pemda/dan Lembaga lainnya;
e. Menyusun analisis APBN, analisis hasil pemeriksaan BPK dan 

pertimbangan DPD;
f. Menyusun referensi APBN, hasil pemeriksaan BPK dan 

pertimbangan DPD, termasuk menyusun laporan kegiatan 

pendalaman mated, data dan infoemasi yang memerlukan 

penggalian data-data primer langsung dari sumber data, 
Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, Instansi negara 

dan swasta dalam dan luar negeri;
g. Menyusun Analisis Ringkas Cepat (ARC);
h. Mengikuti diskusi mengenai analisis APBN, referensi APBN, 

BPK dan DPD, serta Analsis Ringkas Cepat (ARC);
i. Memberikan data dan informasi dengan tema berdasarkan 

permintaan Anggota Dewan Penwakilan Rakyat Republik 

Indonesia;
j. Melakukan pembahasan evaluasi dan pelaporan sesuai output;
k. Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan; 

dan
l. Membuat konsep laporan kerja kepada atasan secara berkala 

dan setiap waktu.



BAB III
RANCANGAN AKTUALISASI

A. Identifikasi Isu
1. Belum Tersedianya Data Rencana Kerja Anggaran 

Kementerian/Lembaga
Visi Pusat Kajian Anggaran adalah membentuk unit 

organisasi yang akuntabel, yaitu salah satunya dengan pemberian 

informasi kepada publik yang terkait dengan fungsi anggaran DPR 

Rl. Sebagai supporting system DPR Rl, Pusat Kajian Anggaran 

memberikan dukungan pada Badan Keahlian DPR Rl. melalui 
pemberian informasi yang terkait APBN dan produk-produk dalam 

bentuk Analisis, Referensi, Buku, Buletin APBN, dan Data Indikator. 
Seluruh informasi dan produk ini dapat diakses melalui website 

resmi Pusat Kajian Anggaran yaitu
https://Duskaiianaqaran.dDr.ao.id/.

Untuk mewujudkan Visi Pusat Kajian Anggaran yang 

akuntabel yaitu pemberian informasi kepada publik sesuai tugas 

dan fungsi DPR dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran 

DPR Rl, Pusat Kajian Anggaran memiliki website 

puskaiianggaran.dpr.qo.id yang berisikan tentang output yang 

dihasilkan oleh Analis APBN dan informasi terkait dengan APBN. 
Namun saat ini website tersebut belum menyajikan data-data yang 

terkait anggaran kementerian/lembaga yang sebenarnya 

merupakan salah satu fungsi anggaran yang dapat diberikan oleh 

Pusat Kajian Anggaran sebagai referensi untuk Anggota DPR Rl 
maupun Analis APBN. Tersedianya data-data yang dapat 
mendukung kinerja Analis APBN dalam penyusunan Analisis 

APBN, khususnya data Rencana Kerja Anggaran 

Kementerian/lembaga yang dapat diakses melalui website Pusat

https://Duskaiianaqaran.dDr.ao.id/


Kajian Anggaran sehingga mempermudah staf PKA dalam 

pengumpulan data APBN untuk keperluan analisis.

2. Kurang menarlknya penyajian hasil Analisis APBN dalam 

bentuk media cetak di website Pusat Kajian Anggaran
Salah satu tugas Analis APBN adalah menyusun Analisis 

APBN yang informatif untuk mendukung fungsi anggaran Anggota 

DPR Rl yang terkait dengan APBN. Namun sejak tahun 2016, 
penyajian produk Analisis yang dihasilkan oleh Pusat Kajian 

Anggaran saat ini pun belum dimanfaatkan dengan baik karena 

penyediaan output masih dalam bentuk soft file dan sangat terbatas 

untuk beberapa produk saja. Untuk meningkatkan minat pembaca, 
khususnya Anggota DPR Rl, diperlukan penyajian analisis dalam 

bentuk yang lebih menarik, misalnya dengan menggunakan 

videografis. Dengan penyajian output dan informasi daiam bentuk 

yang lebih menarik, diharapkan penyampaian informasi lebih 

mudah diterima Anggota DPR sebagai pembaca sehingga bentuk 

dukungan Pusat Kajian Anggaran dalam menyediakan informasi 
akan isu APBN terkini lebih mudah dilakukan.

3. Belum tersedianya informasi dan definisi terkait Postur APBN 

terkini
Untuk mendukung fungsi anggaran DPR Rl, Pusat Kajian 

Anggaran menyediakan informasi dan produk yang terkait dengan 

APBN dengan tujuan dapat menjadi referensi Anggota DPR dalam 

membuat kebijakan. Melalui produk ini, diharapkan pengambilan 

kebijakan yang terkait dengan anggaran Pemerintah dan APBN 

dilakukan secara profesional, adil, dan memberikan dampak yang 

baik bagi masyarakat.

Sebagai unit organisasi yang melingkupi APBN dan terdiri 
dari Analis APBN, penyediaan informasi terkait APBN merupakan
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informasi dasar yang seharusnya tersedia dan dapat diakses 

melalui website resmi Pusat Kajian Anggaran. Informasi yang 

seharusnya disediakan ini antara lain data perkembangan APBN 

terbaru serta informasi postur APBN terbaru beserta definisinya. 
Dengan tersedianya akses informasi dan data perkembangan 

APBN yang terintegrasi tersebut, akan memudahkan baik Anggota 

DPR maupun Analis APBN dalam penyusunan analisis.

Gambar 2. Produk Data Indikator dalam Website Pusat Kajian 
Anggaran

^ PUSAT KAJIAN ANGGARAN
* T £ BAOAN KEAHLIAN DPR Rl

Sap Mc*iee>aat> cuiing*i ruig> Alpgvwi Stars

Data Indikator CfMl
{AftCl

0umn APfiN
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B. Pemilihan Isu Prioritas (Analisis USG)
Tabel 1. Matriks Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG

jumian i
Nilai IU S G

1. Belum Tersedianya Data Rencana

Kerja Anggaran Kementerian/
lembaga

4 4 4 12*

2. Kurang menariknya penyajian hasil

Analisis APBN dalam bentuk media

cetak di website Pusat Kajian 

Anggaran

3 4 3 10

3. Belum tersedianya informasi dan

definisi terkait Postur APBN terkini

3 4 4 11

- U = Urgency (Renting)
DPR Rl akan memasuki periode baru yaitu periode tahun 2019- 

2024. Salah satu kegiatan DPR Rl adalah melakukan rapat koordinasi 
dengan Pemerintah yaitu kementerian/lembaga terkait rencana 

program kerja dan evaluasi kebijakan. Untuk itu, Anggota DPR Rl 
membutuhkan referensi data yang terkait program 

kementerian/lembaga, salah satunya data anggaran 

kementerian/lembaga. Untuk itu sebagai supporting system Anggota 

DPR Rl, Pusat Kajian Anggaran harus bisa menyediakan informasi 
terkait dengan program kementerian/lembaga.

Salah satu tugas dan fungsi analis APBN adalah mengumpulkan 

data dan informasi dari Kementerian/Lembaga/Pemda/dan Lembaga 

lainnya. Namun selama ini data terkait kementerian/lembaga belum 

tersedia di website Pusat Kajian Anggaran. Sementara itu, dalam 

pengerjaan Analisis yang sesuai Siklus APBN membutuhkan data

12



terkait anggaran program dari Kementerian/Lembaga. Namun dengan 

terbatasnya penyediaan data di Pusat Kajian Anggaran, saat ini 
pengumpulanperlu dilakukan pengumpulan data kembali yang 

menyebabkan penyusunan Analisis kurang efisien. Sehingga terdapat 
unsur urgency untuk dilakukan penyediaan data RKA K/L pada website 

guna mendukung tugas Pusat Kajian Anggaran, maupun dimanfaatkan 

oleh Anggota DPR ataupun masyarakat umum.
S = Seriousness (Keseriusan)

Perubahan alokasi pagu pada tiap program 

kementerian/lembaga menyebabkan data-data RKA K/L berkembang 

setiap tahunnya. Perkembangan data ini mengharuskan penyajian data 

harus terinventarisasi dan termutakhirkan untuk memudahkan 

penyusunan analisis. Informasi tentang anggaran program juga dapat 
digunakan oleh anggota DPR Rl sebagai salah satu sumber informasi 
dalam rapat-rapat pembahasan bersama pemerintah terkait anggaran, 
sehingga dibutuhkan keseriusan (seriousness) dalam penyajian data- 
data RKA K/L pada website Pusat Kajian Anggaran.

- G = Growth (Berkembangnya Isu)
Dalam website Pusat Kajian Anggaran terutama pada menu 

Produk Data Indikator masih belum tersedia data yang terkait program 

kementerian/lembaga, terutama yang berhubungan dengan anggaran, 
sehingga perlu adanya (growth) pengembangan data pada menu 

Produk Data Indikator sehingga konten data lebih beragam, mutakhir, 
dan bermanfaat. Data Rencana Kerja Anggaran sangat penting dalam 

penyusunan analisis. Adanya perubahan sasaran program 

berpengaruh pada rencana kerja anggaran kementerian/lembaga 

sehingga anggaran per program berbeda setiap tahunnya. 
Perkembangan data anggaran kementerian/lembaga per program ini 
sangat penting karena dapat menjadi evaluasi kinerja program dan 

rencana kebijakan tahun anggaran berikutnya.
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C. Gagasan Pemecahan Isu

Unit Kerja 

Identifikasi Isu

Isu yang Diangkat 

Gagasan

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI

1. Belum tersedianya data Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga

2. Kurang menariknya penyajian hasil Analisis APBN dalam bentuk media cetak dt 

website Pusat Kajian Anggaran

3. Belum tersedianya informasi dan definisi terkait Postur APBN terkini 
Belum tersedianya data Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga 

Tersedianya data Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga
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Gambar 3. Tahapan Kegiatan Aktualisasi

Output:
Laporan singkathasi) kegiatan 
konsultasi dengan Mentor 
Data anggaran program 
kementerian/Iembaga yang 
dapatdiaksesdi website____

Tahapan kegiatan:
* Melakukan konsultasi dengan 

Kepala Pusat dan Mentor terkait 
data anggaran K/l yang akan 
digunakan

* Mengumpulkan sumber data RKA 
tC'L tahun 201S-2020

Tahapan kegiatan; 
Melakukan konsultasi dengan 
mentor terkait data yang akan 
diunggah
Melakukan pengunggahan 
data RKA K/L dalam website

Output:
Laporan singkat hasil 
konsultasi dengan Kepala 
Pusat dan Mentor 
Daftar sumber data RKA K/L 
tahun 2018-2020

Kegiatan 1:
Pengumpubn 
data RKA K/L

KefiMn 2:
Sata

(rang Oisustn p»da 
r<ng«at program 

feementcniflAemb ag a

Penyediaan Data 

▲ RKA K/L pada ■ 
T Website Pusat 

Kajian Anggaran

Kegialan 4:
Pengurvggahan konten 

ctata te eaiam 
\ wcbite

Kegiatan 3: 
Penyusunan apofan 

keg-atan dan 
melakukan

Output
Laporan hasil kegiatan 
Undangan. notulensi, daftar hadir, 
dokumentasi kegiatan

• Men.joiafi''data' disusun pada
fir-5 kai prog ra m kerner’ terirv’iem baja

• Mergkajifikasi data sesuii dwoar> 
miira kerja ii' Komisi OrR R|

• O-ercesar aata flaiarp pentuk moaifikasi 
praXiT'""

*Mjejakukar' kof'SLrtagt 'Oergan meriof^

Tahapan

Tahapan kegiatan:
■ Menyusun laporan kegiatan 
• fttempresentasikan hasii kegiatan 

dalam rapat interna!

Data yang telah egusun pada tmgkat 
program
Data yang sulah terklasifikasi 
mftra keya komisT'
database yang telaft dide&ain daiam 
bertuk grafik
Ca'corar singkat hasil keoatan 
konsultasi
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D. Rancangan Aktualisasi

Tabel 2. Matriks Kegiatan Aktualisasi

No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil
Keterkaitan Substansi

Mata Pelatihan
Kontribusi Terhadap
Visi Misi Organisasi

Penguatan Nilai
Organisasi

1. Pengumpulan data 1.1 Melakukan 1.1 Laporan singkat Nilai Dasar dan Peran - Kegiatan Ini - Kegiatan ini
RKA K/L konsultasi dengan hasil konsultasi Kedudukan ASN yang mendukung visi mendukung nilai

Kepala Pusat Kajian dengan Kepala terkandung: Akuntabel, melalui organisasi yang
Anggaran dan Pusat dan - Akuntabilitas, dimana penyajian data dan Akuntabel, karena
Mentor terkait data- Mentor terkait sumber data diperoleh informasi kepada dilakukan melalui
data anggaran identifikasi isu dari instansi pemerintah publik yang terkini koordinasi dengan
kementerian/iem- dan gagasan isu yang dapat diakui sesuai dengan pimpinan dan
baga yang akan yang digunakan kebenerannya. tugas dan fungsi, mentor guna
disajikan dalam Kegiatan ini juga terutama dalam membahas proses
website merupakan bukti mendukung fungsi kegiatan yang akan

1.2 Mengumpulkan 1.2 Daftar sumber tanggung jawab Analis anggaran dilakukan penulis.
sumber data RKA data RKA K/L APBN dalam - Kegiatan konsultasi Selain itu, data
K/L tahun 2018 - tahun 2018 - menyediakan data dan bersama Kepala yang diperoleh
2020 2020 informasi yang aktual Pusat Kajian diambil dari

• Nasionalisme, dimana Anggaran dan kementerian/lemba
kegiatan konsultasi Mentor ga terkait sehingga
dengan pimpinan dan membutuhkan validitas data dapat
mentor dilakukan kerjasama dan dipertanggungjawa
sebagai bentuk persetujuan dari bkan
menghormati pimpinan sehingga - Kegiatan ini
keputusan, tenggang dapat mendorong mendukung
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2. Pengolahan data 

yang disusun pada 
tingkat program 
kementerian/lemba

ga

2.1 Mengolah data RKA 
K/L yang disusun 

pada tingkat 
program K/L

2.2 Mengkiasifikasikan 
data sesuai dengan 
mitra kerja 11 
komisi DPR Rl

2.3 Mendesain
database RKA K/L 

pada tingkat 
program dalam 
bentuk modifikasi

2.1 Data anggaran 
yang telah 

disusun pada 
tingkat program 
K/L
Database 
anggaran K/L 

pada tingkat 
program daiam 

bentuk modifikasi 
grafik

2.2 Database yang 
telah diklasifikasi 
berdasarkan 
mitra kerja 
komisi

2.3 Database 
anggaran K/L 
pada tingkat 
program dalam 
bentuk grafik

program pemerintah 

dengan mudah dan 
cepat

Nilai dan Peran 
Kedudukan ASN yang 
terkandung;
-Akuntabilitas, yaitu 
adanya pengolahan 

data dilakukan dengan 
jujur, transparan, dan 
bertanggung jawab 
sehingga data tersebut 
memiliki kuaiitas mutu 

-Etika publik, yaitu 
seluruh tahapan
kegiatan dilakukan 
dengan cermat, disiplin, 
jujur, dan sesuai dengan 
kode etik ASN. 
Kegiatan konsultasi 
bertujuan untuk
menjaga komunikasi 
dan bentuk kerjasama 
antara penulis dengan 
Mentor. Seluruh

-Kegiatan ini
mendukung visi Pusat 
Kajian Anggaran yang 
Profesional, dimana 
dalam proses
kegiatannya 
membutuhkan 

kecermatan dan 
disiplin sehingga 
dapat meningkatkan 
kuaiitas SDM dan 
membentuk organisasi 
yang lebih profesional 

-Tahapan kegiatan 
konsultasi dengan 

mentor mendukung 
visi organisasi yaitu 
Andal, karena
memperkuat 
penyelenggaraan 
fungsi dukungan 

kajian anggaran yang
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BAB IV

PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. PENJELASAN PELAKSANAAN AKTUALISASI
Kegiatan aktualisasi terdiri dari 4 kegiatan. Kegiatan aktualisasi 

dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan.

1. Kegiatan 1

Kegiatan 1 yaitu pengumpulan data RKA K/L. Kegiatan 1 dalam 

rangkaian aktualisasi ini adalah pengumpulan data RKA K/L yang dilalui 
melalui 2 (dua) tahapan kegiatan.

Gambar4. Kegiatan 1 Aktualisasi

Voata RKA r^ rw

Melakukan konsultasi dengan Kepala Pusat dan 
l.i)Mentor terkalt data anggaran kementerian/lembaga 

yang akan disajikan dalam website

Mengumpulkan sumber data RKA K/Ltahun 2018- 
1.2)2020

f-'9.

mi IBSPl-'. ,, l4h_3|>3n Kegiatan j.

Laporan singkathasll 
konsultasi dengan Kepala 

Pusat dan Mentor

Daftar sumber data RKA 
K/Ltahun 2018-2020

Tabel 3. Keterkaitan Nilai-Nilai dengan Kegiatan Aktualisasi 1

No. Nilai ANEKA Peran dan Kedudukan ASN Nilai OrganisasI i
1. Akuntabilitas Pelayanan publik Akuntabel
2. Nasionalisme Whole of Government (WoG) Profesional
3. Komitmen mutu - Integritas

Tujuan dari pengumpulan data-data RKA K/L ini adalah untuk 

memastikan bahwa data-data yang akan disajikan di website Pusat Kajian 

Anggaran diperoleh dari sumber yang sama. Data yang akan disajikan ke 

dalam website yaitu RKA K/L tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.
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a) Tahapan Kegiatan

Kegiatan ini terdiri dari dua tahapan, yaitu:

1.1 Konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran dan Mentor
Tahapan kegiatan pertama yaitu meiakukan konsultasi dengan 

Kepala Pusat Kajian Anggaran, Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., 
M.Si. Pokok pembahasan dalam konsultasi ini adalah rencana 

tahapan kegiatan yang akan dilakukan oleh penulis dalam kurun 

waktu 30 hari kedepan. Konsultasi ini membahas jumlah periode 

tahun anggaran yang akan disajikan di website Pusat Kajian 

Anggaran.

Gambar 5. Konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran

Selain meiakukan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian 

Anggaran, Penulis juga meiakukan konsultasi dengan Mentor. 
Kegiatan konsultasi ini membahas sumber data yang akan 

digunakan dan disajikan ke dalam website Pusat Kajian Anggaran. 
Selain itu, konsultasi ini membahas kendala-kendala yang mungkin 

dihadapi Penulis dalam pelaksanaan kegiatan.
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Gambar 6. Konsultasi dengan Mentor

k

1.2 Mengumpulkan sumber data RKA K/L tahun 2018 sampai dengan 

tahun 2020

Tahapan kegiatan pengumpulan data RKA K/L yang dilakukan 

oleh Penulis diperoleh dari data-data resmi Pemerintah. Untuk data 

RKA K/L tahun 2018, data diperoleh dari Lampiran III Peraturan 

Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN Tahun 

Anggaran 2018. Sementara itu untuk data RKA K/L tahun 2019, 
diperoleh dari Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang 

Rincian APBN Tahun Anggaran 2019. Data anggaran per program 

ini meiiputi 27 kementerian dan 47 lembaga. Lembaga ini hanya 

meliputi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) menurut 
Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi.

b) Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 

1) Akuntabilitas
Tahapan pengumpulan sumber data RKA K/L yang akan digunakan 

diperoleh dari Peraturan Presiden dan himpunan RKA K/L yang 

disahkan oleh instansi resmi pemerintah. Sumber data yang akan 

digunakan penulis ini dapat diakui keabsahannya sehingga dapat
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dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pemberian informasi 
pelaksanaan program pemerintahan kepada publik merupakan 

kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah. Dengan penyediaan 

data RKA K/L yang aktual dan transparan ini, penulis sebagai Analis 

APBN menjalankan kewajiban dan bertanggung jawab dalam 

memberikan informasi kepada publik.
2) Nasionalisme

Nasionalisme diartikan sebagai cinta tanah air yang didasari pada 

pengamalan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Dalam tahapan kegiatan ini dilakukan 

konsultasi dan diskusi bersama pimpinan dan mentor. Diskusi ini 
bertujuan untuk menerima arahan dari pimpinan sebagai bentuk 

menghormati keputusan, tenggang rasa, dan disiplin. Kegiatan ini 
juga merupakan bentuk kerjasama dalam unit organisasi karena 

keputusan ditentukan secara musyawarah dan dilakukan untuk 

kepentingan bersama.
3) Komitmen Mutu

Komitmen mutu diartikan sebagai pembaruan (inovasi) sebuah 

kebijakan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Hal ini 
diharapkan dapat menjadi inovasi pemerintah untuk menyajikan 

informasi kepada publik yang mendukung efektivitas dan efisiensi. 
Salah satu informasi tersebut yaitu perkembangan anggaran 

program yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga. Informasi 
ini sangat penting bagi publik, maupun bagi DPR Rl dalam 

penentuan kebijakan tahun anggaran selanjutnya. Namun saat ini 
penyajian data masih dalam berbentuk tabel sehingga masyarakat 
sulit untuk memahami perkembangan anggaran pemerintah. Selain 

itu, penyediaan informasi terkait anggaran program 

kementerian/lembaga belum terintegrasi berdasarkan pembagian 

mitra Komisi DPR Rl sehingga pelaksanaan pengawasan fungsi 
anggaran menjadi kurang efisien. Dengan adanya kegiatan ini, 
maka dapat menjadi suatu pembaruan dari Pusat Kajian Anggaran 

untuk mendukung DPR Rl dalam menjalankan fungsi anggaran.
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4) Whole of Government (WoG)

WoG merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif 
melalui koordinasi guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, 
manajemen program, dan pelayanan publik. Kegiatan aktualisasi ini 
yaitu menyediakan informasi data perkembangan anggaran program 

kementerian/lembaga yang dapat diakses dengan bebas oleh pubiik. 
Tujuan kegiatan ini iaiah agar informasi tersebut dapat dimanfaatkan 

oieh Anggota DPR Rl daiam perumusan kebijakan terkait anggaran 

yang lebih efektif dan efisien. Pada tahapan kegiatan pengumpulan 

sumber data yang akan digunakan, penulis hanya menggunakan 

sumber data dari instansi resmi pemerintah. Tahapan kegiatan ini 
merupakan wujud konsep WoG karena data diperoieh dari instansi 
pemerintah selain DPR Rl. Tujuan kegiatan ini juga meiibatkan 

sejumlah keiembagaan yang terkait (kementerian/iembaga) karena 

terkait dengan pembangunan kebijakan di masa mendatang untuk 

bersinergi memenuhi prioritas nasional.
5) Pelayanan Publik

Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian iayanan kepada 

masyarakat ataupun organisasi sesuai keperiuannya. Sebagai instansi 
pemerintah, Sekretariat Jenderai dan Badan Keahlian DPR Ri 
berupaya memberikan dukungan peiayanan sesuai fungsi yaitu fungsi 
legislatif, pengawasan, dan anggaran. Untuk fungsi anggaran, salah 

satunya didukung oleh Pusat Kajian Anggaran melalui penyediaan 

informasi baik yang terbuka maupun tertutup. Namun data 

perkembangan anggaran program kementerian/lembaga yang 

seharusnya dapat diakses oleh publik belum terlaksana. Melalui 
tahapan kegiatan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran 

dan mentor, disepakati keputusan untuk menyediakan data anggaran 

program kementerian/lembaga yang dapat diakses secara bebas 

melalui website puskajianggaran.dpr.go.id. Untuk sumber data yang 

digunakan diperoieh dari instansi pemerintah dengan peraturan hukum 

yang kuat. Tahapan kegiatan ini mendukung unsur pelayanan publik 

yang akuntabel yaitu rencana, pelaksanaan proses, dan hasil kegiatan
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dapat dipercaya kebenarannya. Adanya kemudahan dalam akses data 

ini mendukung phnsip pelayanan publik yaitu transparansi data 

pemerintahan sehingga masyarakat dapat teriibat dalam pengawasan 

pelaksanaan anggaran. Kegiatan penyediaan data RKA K/L ini 
diharapkan dapat bermanfaat tidak hanya kepada organisasi, tetapi 
juga masyarakat umum sebagai penerima layanan pemerintah.

c) Penguatan Nilai Organisasi
1) Akuntabel

Tahapan kegiatan ini mendukung nilai akuntabel dalam organisasi 
Sekretariat Jendera! dan Badan Keahlian DPR Rl. Tahapan kegiatan 

konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran dan Mentor 
merupakan bentuk koordinasi secara forma! yang membahas proses 

kegiatan yang akan dilakukan penulis. Selain itu, tahapan kegiatan 

pengumpulan sumber data yang diperoleh dari instansi pemerintah lain 

merupakan bentuk kerjasama antar instansi pemerintah untuk 

memberikan informasi terkait anggaran program kepada publik.
2) Profesional

Salah satu tugas Analis APBN iaiah menyediakan informasi terkait 
anggaran kepada publik. Namun saat ini informasi yang dapat diakses 

dengan bebas masih terbatas. Padahal, penyediaan informasi ini 
merupakan tugas penting yang harus dijalankan untuk mendukung 

fungsi anggaran oleh DPR Rl. Karenanya, kegiatan aktualisasi ini iaiah 

memperluas informasi terkait anggaran yang dapat diakses secara 

bebas melalui website Pusat Kajian Anggaran, guna menciptakan 

organisasi yang profesional. Kegiatan ini ditempuh melalui 4 (empat) 
tahapan kegiatan, salah satunya pengumpulan sumber data RKA K/L. 
Melalui tahapan kegiatan ini, Analis APBN dapat meningkatkan 

kompetensi dengan menyediakan informasi kepada Anggota DPR Rl. 
Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Analis APBN yaitu 

menyediakan informasi sehingga dapat menjadi supporting system 

Anggota DPR Rl yang profesional.
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3) Integritas

Integritas merupakan sifat jujurt konsisten dan utuh, baik dalam 

perkataan maupun perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai dan kode 

etik. Melalui tahapan kegiatan ini, penulis menjunjung tinggi dan 

mematuhi semua hukum yang berlaku. Sumber data yang digunakan 

untuk kegiatan ini diperoleh dari instansi resmi pemerintah sehingga 

setiap data memiliki landasan hukum yang kuat. Pada tahapan 

kegiatan konsultasi dengan pimpinan dan mentor, penulis menerapkan 

nilai integritas karena mendorong profesionaiitas yaitu siap 

berkoordinasi dengan pihak lain guna mencapai tujuan kegiatan 

terbaik. Selain itu, pada tahapan kegiatan pengumpulan sumber data 

RKA K/L, dilakukan dengan jujur dan transparan sehingga diharapkan 

data ini dapat bermanfaat bagi Anggota DPR Rl, Analis APBN, serta 

masyarakat umum.

2. Kegiatan 2
Kegiatan 2 yaitu pengolahan data per program kementerian/lembaga. 
Kegiatan 2 yaitu rangkaian pengolahan data ini ditempuh melalui 4 

(empat) tahapan kegiatan.

Gambar 7. Kegiatan 2 Aktualisasi
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label 4. Keterkaitan Nilai-Nilai dengan Kegiatan Aktualisasi 2

No. Nilai ANEKA Reran dan Kedudukan ASN Nilai Organisasi
1. Akuntabilitas Manajemen ASN Akuntabel
2. Etika publik Pelayanan publik Profesional
3. Komitmen mutu - Integritas

Tujuan dari pengolahan data yang pada tingkat program
kementerian/lembaga yang diklasifikasikan sesuai dengan mitra kerja 

Komisi DPR Rl ini untuk memudahkan baik Analis APBN dan Anggota 

DPR Rl daiam menjalankan tugas dan fungsi yang terkait dukungan 

anggaran. Pengolahan data ini 
a) Tahapan Kegiatan

Kegiatan ini memiliki 4 (empat) tahapan kegiatan. yaitu:
2.1 Mengolah dan merekap data RKA K/L yang disusun pada tingkat 

program kementerian/lembaga

Tahapan kegiatan ini meliputi proses input data yang telah 

diperoleh daiam Kegiatan 1. Proses input data ini disusun 

berdasarkan tingkat program serta total anggaran yang dialokasikan 

pada kementerian/lembaga. Output dari tahapan kegiatan ini iaiah 

contoh data RKA K/L yang telah disusun pada tingkat program tahun 

anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020.

2.2 Mengkiasifikasikan data sesuai dengan pembagian komisinya.
Tahapan kegiatan ini dapat dilakukan setelah data disusun pada 

tingkat program kementerian/lembaga. Data yang telah disusun 

pada tingkat program tersebut kemudian diklasifikasikan 

berdasarkan pembagian mitra kerja di 11 Komisi DPR Rl 
berdasarkan Keputusan DPR Rl Nomor 3/DPR RI/IV/2014-2015 

tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR Rl Masa 

Keanggotaan Tahun 2014-2019. Tujuan utama pembagian mitra 

kerja komisi ini iaiah agar Anggota DPR Rl yang bertugas di komisi, 
dapat mengakses informasi perkembangan anggaran program 

kementerian/lembaga, sehingga pelaksanaan dan pengawasan 

fungsi anggaran dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien.
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Adapun pembagian mitra kerja komisi DPR Rl yang digunakan pada
data ini adalah sebagai berikut:

• Komisi I: Kementerian Pertahanan; Kementerian Luar Negeri; 

Kementerian Komunikasi dan Informatika; Badan Intelijen 

Negara; Badan Siber dan Sandi Negara; Lembaga Ketahanan 

Nasional; Dewan Ketahanan Nasional; Lembaga Penyiaran 

Publik Televisi Republik Indonesia; Lembaga Penyiaran Publik 

Radio Republik Indonesia

• Komisi II; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Sekretariat 
Negara; Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan 

Pertanahan Nasional; Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi; Kantor Staf Presiden; Komisi 
Pemilihan Umum; Badan Pengawas Pemilihan Umum; Badan 

Kepegawaian Negara; Lembaga Administrasi Negara; 
Ombudsman Rl; Badan Nasional Pengelola Perbatasan; dan 

Arsip Nasional Republik Indonesia

• Komisi III: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 
Kejaksaan Republik Indonesia; Kepolisian Negara Republik 

Indonesia; Komisi Pemberantasan Korupsi; Komisi Nasional Hak 

Asasi Manusia; Mahkamah Agung; Mahkamah Konstitusi; 
Komisi Yudisial; Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan; Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; Badan 

Narkotika Nasional; Badan Penanggulangan Terorisme; Majelis 

Permusyawaratan Rakyat; dan Dewan Perwakilan Daerah

• Komisi IV; Kementerian Pertanian; Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan; Kementerian Kelautan dan Perikanan

• Komisi V ; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat: Kementerian Perhubungan; Kementerian Desa; 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transimigrasi; Badan 

Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; Badan Nasional 
Pencarian dan Pertolongan; dan Badan Pengembangan Wilayah 

Surabaya Madura
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• Komisi VI: Kementehan Perindustrian; Kementerian 

Perdagangan; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Badan 

Koordinasi Penanaman Modal; Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha; Badan Standardisasi Nasional; Badan Pengusahaan 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; 
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas; dan 

Pelabuhan Bebas Sabang

• Komisi VII: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 

Badan Pengkajian dan penerapan Teknologi; Badan Tenaga 

Nuklir; Badan Pengawas Tenaga Nuklir; Badan Informasi 
Geospasial; Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; 
dan Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia

• Komisi VIII: Kementerian Agama; Kementerian Sosial; 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak; dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

• Komisi IX: Kementerian Kesehatan; Kementerian
Ketenagakerjaan; Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional; Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan 

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia

• Komisi X: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 
Kementerian Pariwisata; Kementerian Pemuda dan Olahraga; 
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia; dan Badan Ekonomi 
Kreatif

• Komisi XI: Kementerian Keuangan; Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional; Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan; Badan Pusat Statistik; Badan Pemeriksa 

Keuangan: clan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah
2.3 Mendesain database RKA K/L pada tingkat program dalam bentuk

modifikasi grafik
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Pada tahapan kegiatan ini, data RKA K/L yang telah disusun 

pada tingkat program sesuai dengan pembagian mitra kerja komisi 
kemudian diolah menggunakan software Microsoft Excel. Dari
tahapan kegiatan ini, jumlah anggaran per program
kementerian/lembaga diolah dalam bentuk grafik. Tujuan dari 
tahapan kegiatan ini untuk mengetahui perkembangan anggaran 

program kementerian/lembaga dengan desain data yang mudah 

dipahami. Output dari tahapan kegiatan ini iaiah contoh data
anggaran tingkat program dalam bentuk grafik yang akan
dilampirkan di akhir laporan.

2.4 Melakukan konsultasi dengan Mentor

Setelah mengkiasifikasikan dan mengolah data, maka tahapan 

kegiatan selanjutnya adalah melakukan konsultasi dengan Mentor. 
Konsultasi ini membahas tahapan kegiatan Penulis, kelaikan 

database yang telah diolah dan didesain guna menerima tanggapan 

atau persetujuan pengunggahan database di website. Dengan 

adanya tahapan kegiatan ini, Penulis dapat memperbaiki database 

sebelum diunggah kedalam website. Selain itu, tahapan kegiatan 

konsultasi ini juga membahas laporan hasil kegiatan yang sedang 

dilaksanakan penulis guna mendapat saran perbaikan.
Gambar 8. Konsultasi dengan Mentor
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b) Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 

1) Akuntabilitas

Akuntabilitas diartikan sebagai tanggung jawab yang harus dipenuhi 
seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Dalam tahapan kegiatan 

pertama, penulis menginput data anggaran program kementerian/lembaga 

dengan jujur, adil, dan transparan. Pada tahapan kegiatan 

pengkiasifikasian data anggaran program sesuai mitra kerja komisi DPR 

Rl, penulis taat mengikuti aturan pembagian komisi tersebut. Pada 

tahapan kegiatan desain data, penulis mendesain grafik anggaran 

program dengan cermat, teliti, dan berupaya memberikan desain data 

yang menarik dan mudah dipahami o!eh pembaca. Selanjutnya, penullis 

melakukan konsultasi dengan mentor terkait seluruh tahapan kegiatan 

yang dilakukan guna mendapat saran perbaikan dari mentor. Tahapan 

kegiatan ini merupakan wujud tanggung jawab penulis untuk memastikan 

prosedur yang digunakan sudah cukup baik, memiliki kualitas mutu, dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara penuh.
2) Etika Publik

Etika publik bagi seorang ASN mengacu pada pengamalan kode etik dan 

kode perilaku ASN dalam bekerja untuk masyarakat. Dalam tahapan 

kegiatan ini, penulis melaksanakan kegiatan dengan cermat, disiplin, jujur, 
dan tidak berpihak. Selain itu, tahapan kegiatan konsultasi dengan mentor 
dilakukan dengan sopan untuk menjunjung tinggi standar etika luhur. 
Adanya kegiatan ini bertujuan untuk menjaga komunikasi dan bentuk 

kerjasama antara penulis dengan Mentor. Seluruh tahapan kegiatan ini 
dilakukan agar penulis mampu menyediakan informasi yang akurat pada 

publik.
3) Komitmen Mutu

Komitmen mutu diartikan sebagai pembaruan (inovasi) sebuah kebijakan 

untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Data RKA K/L 

merupakan informasi penting yang harus diberikan kepada publik. Dengan 

informasi ini, masyarakat, khususnya Anggota DPR Rl, dapat mengawasi 
pelaksanaan anggaran terkait program kementerian/lembaga. Namun 

penyediaan data ini yang terklasifikasi berdasarkan mitra kerja Komisi 
DPR Rl belum pernah diterapkan sebelumnya sehingga diperlukan inovasi
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penyajian data yang mudah dan aksesibel. Dalam tahapan kegiatan ini, 
data anggaran program kementerian/lembaga tidak hanya disusun 

berdasarkan pembagian mitra kerja komisi, tetapi juga didesain dalam 

bentuk grafik guna memudahkan pembaca. Hal ini diharapkan dapat 
menjadi inovasi pemerintah untuk menyajikan data yang mendukung 

efektivitas dan efisiensi.
4) Manajemen ASM

Salah satu harapan besar pemerintah dalam manajemen ASN saat ini 
iaiah bagaimana menciptakan ASN yang memiliki kompetensi dan andal 
sesuai dengan tugas fungsi jabatannya. Tugas Analis APBN salah 

satunya yaitu memberikan informasi kepada publik baik terkait APBN 

maupun anggaran pemerintah. Tugas ini belum dilaksanakan sepenuhnya 

sehingga tujuan kegiatan ini iaiah menyediakan informasi kepada publik 

terkait perkembangan anggaran program kementerian/lembaga yang 

belum dijalankan Pusat Kajian Anggaran. Data perkembangan anggaran 

ini dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan. Pada tahapan 

pengolahan data, penulis meningkatkan wawasan terkait program- 
program yang kini dijalankan pemerintah dan meningkatkan kedisiplinan 

serta kecermatan dalam proses input data. Dalam tahapan pengkiasifikan 

data berdasarkan mitra kerja Komisi DPR Rl, penulis meningkatkan 

pengetahuan terkait ruang lingkup serta kementerian/lembaga sesuai 
dengan mitra kerja komisi. Pada tahapan desain data, penulis 

meningkatkan kompetensi desain data menggunakan Microsoft Excel agar 
data yang disajikan menarik dan mudah dipahami oleh publik. Pada 

tahapan konsultasi dengan mentor, penulis meningkatkan kemampuan 

kerjasama dan koordinasi bersama mentor untuk menerima masukan dan 

saran perbaikan atas hasil kegiatan. Seluruh tahapan kegiatan ini sejalan 

dengan fungsi utama manajemen ASN yaitu menciptakan ASN yang 

kompeten dibidangnya.
5) Pelayanan Publik

Tujuan utama pelayanan publik iaiah memberikan pelayanan terbaik 

kepada penerima layanan yaitu masyarakat maupun organisasi. 
Pelayanan publik yang baik ini harus mengandung unsur-unsur seperti 
mudah, cepat, efektif, dan efisien. Tujuan utama kegiatan ini iaiah

39



penyediaan data anggaran program kementerian/lembaga. Kegiatan ini 
dilalui melalui tahapan kegiatan pengolahan, pengkiasifikasian, dan desain 

data agar penerima layanan dapat mengakses informasi dengan mudah 

dan cepat. Pengkiasifikasian data diharapkan dapat memudahkan Komisi 
DPR Rl sehingga proses perumusan kebijakan dilakukan dengan lebih 

efektif dan efisien. Sementara itu, tahapan kegiatan desain data dilakukan 

agar masyarakat dapat mengetahui data perkembangan anggaran 

program kementerian/lembaga yang mudah dipahami dan akses informasi 
yang cepat. Seluruh tahapan kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan 

publik ASN kepada organisasi serta masyarakat 
c) Penguatan Nilai Organisasi

1) Akuntabel

Pengolahan data RKA K/L pada tingkat program merupakan bentuk 

pertanggungjawaban Analis APBN dalam menyediakan informasi 
khususnya bagi Anggota DPR Rl maupun masyarakat umum. Dengan 

penyediaan data yang diklasifikasikan berdasarkan mitra kerja Komisi 
DPR Rl, maka diharapkan dapat memudahkan Komisi DPR Rl dalam 

mendukung fungsi anggaran.
2) Profesional

Melalui kegiatan pengolahan dan desain data RKA K/L ini, Penulis dapat 
meningkatkan wawasan terkait pengelolaan anggaran pada tingkat 
program kementerian/lembaga. Selain itu, adanya tahapan kegiatan ini 
dapat meningkatkan kompetensi dalam mengolah dan mendesain data. 
Hash kegiatan ini dapat memudahkan organisasi dalam penyusunan 

Anallsis yang terkait anggaran kementerian/lembaga maupun APBN 

sehingga mendukung DPR Rl akan fungsi anggaran. Hal ini sesuai 
dengan tugas dan fungsi Analis APBN yaitu menyediakan informasi 
sehingga dapat menjadi supporting system Anggota DPR Rl yang 

profesional.
3) Integritas

Dalam kegiatan ini, data yang digunakan diperoleh dari instansi 
pemerintah. Tahapan input data dan pengolahannya dilakukan dengan 

jujur, adil, disiplin, dan dilakukan secara transparan. Selain itu, tahapan 

kegiatan konsultasi dengan mentor juga berlandaskan pada nilai-nilai
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kegiatan konsuitasi dengan mentor juga berlandaskan pada nilai-nilai 
moral yaitu kejujuran serta menepati arahan atau masukan dari mentor. 
Dengan adanya kegiatan ini, maka penulis mampu 

mempertanggungjawabkan hasil kegiatan dan mendorong nilai organisasi 

yaitu integritas.

1. Kegiatan 3
Kegiatan 3 yaitu penyusunan laporan kegiatan dan melakukan 

presentasi dalam rapat internal. Kegiatan 3 ini terdiri dari 2 (dua) 
tahapan kegiatan.

Gambar 1. Kegiatan 3 Aktualisasi

’enyutunan .
Laporan 

Kegiatan dan 
Melakukan 
Presentasi 

—dalam Rapat 
^ Internal ,

1
-I 3.1 )Menyusun laporan kegiatan
I________________
-L Mempresentasikan hasil kegiatan dalam rapat 
3.2 I internal

1

Laporan hasn kegiatan 
aktualisasi

Undangan.notulensl. 
daflar hadir. dokumentasi 

kegiatan

Kegiatan Tahapan Kegiatan ) Output

Tahapan kegiatan pertama dalam Kegiatan 3 aktualisasi ini 
adalah penyusunan laporan kegiatan aktualisasi yang disusun sesuai 
dengan kaidah penulisan laporan. Rangkaian tahapan kegiatan 

selanjutnya yaitu mempresentasikan hasil kegiatan. yaitu data-data 

RKA K/L melalui rapat internal yang diselenggarakan di Pusat Kajian 

Anggaran dan dihadiri oleh Analis APBN. Tujuan tahapan kegiatan ini 
untuk mensosialisasikan hasil kegiatan kepada Analis APBN dan 

menerima kritik maupun saran guna perbaikan hasil kegiatan 

sebelum diunggah ke dalam website Pusat Kajian Anggaran. Output 
dalam tahapan kegiatan ini antara lain undangan presentasi dalam 

rapat internal; notulensi kegiatan; dokumentasi kegiatan; dan laporan 

kegiatan yang telah diperbaiki sesuai dengan kritik dan saran dalam 

rapat interal. Seluruh output ini akan dilampirkan di akhir laporan ini.
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Tabel 1. Keterkaitan Nilai-Nilai dengan Kegiatan Aktualiasi 3

No. Nilai ANEKA Reran dan Kedudukan ASN Nilai Orqanisasi
1. Akuntabilitas Pelayanan publik Akuntabel
2. Etika publik - Profesional
3. - - Inteqritas

a) Tahapan Kegiatan

b. Menyusun laporan kegiatan

Penyusunan laporan kegiatan yang dilakukan Penulis disertai pendampingan 

dan pengawasan dari Mentor dan Coach. Laporan kegiatan ini berisikan 

tentang rangkaian kegiatan aktualisasi yang telah dilakukan oleh Penulis, 

yaitu mulai dari pengumpulan data, pengolahan data yang telah 

diklasifikasikan sesuai dengan mitra kerja di 11 (sebelas) Komisi DPR Rl. 

serta database yang dapat diakses di website Pusat Kajian Anggaran. 

Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Penulis 

kepada unit organisasi atas kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan dan 

akan diserahkan kepada atasan. Adapun output dari kegiatan ini iaiah catatan 

hasil penyerahan laporan aktualisasi kepada pimpinan dan mentor.

c. Mempresentasikan hasil kegiatan dalam rapat internal

Hasil kegiatan aktualisasi yaitu data RKA K/L yang telah diklasifikasikan 

sesuai dengan mitra kerja di 11 Komisi DPR Rl. Presentasi ini dilakukan 

dalam rapat internal yaitu Pusat Kajian Anggaran yang dihadiri oleh Analis 

APBN di ruang rapat Pusat Kajian Anggaran. Kegiatan ini bertujuan untuk 

menerima tanggapan, krltik, dan saran terkait database yang akan 

ditampilkan pada website Pusat Kajian Anggaran. Output dari tahapan 

kegiatan ini iaiah undangan, daftar hadir, notulensi, dan dokumentasi 

kegiatan presentasi yang akan dilampirkan pada akhir laporan ini.
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Gambar 10. Kegiatan Presentasi dalam Rapat Internal

Gambar 11. Kegiatan Presentasi dalam Rapat Internal

b) Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 

1) Akuntabilitas

Tahapan kegiatan penyusunan laporan kegiatan aktualisasi yang 

dilakukan oieh Penulis dilakukan dengan penuh tanggung Jawab, 
transparan, dan sesuai dengan kejelasan target. Selain itu, tahapan 

pelaksanaan presentasi hasii kegiatan dalam rapat internal bertujuan 

untuk memastikan proses kegiatan yang telah dilakukan cukup baik. 
Presentasi ini terbuka akan kritik dan saran dari Analis APBN untuk 

memastikan hasii kegiatan layak sebelum dipublikasikan dalam website. 
Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab Penulis dalam memberikan 

hasii kegiatan terbaik dalam mendukung fungsi anggaran.
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2) EtikaPublik

Salah satu nilai dasar etika publik bagi seorang ASN yaitu 

mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Bentuk 

pertanggungjawaban atas kegiatan ini ditempuh melalui 2 (dua) tahapan 

yaitu penyusunan laporan kegiatan dan melakukan presentasi dalam rapat 
internal. Tahapan kegiatan penyusunan laporan kegiatan dilakukan 

dengan cermat, disiplin, sesuai dengan kaidah penulisan laporan, dan taat 
pada peraturan perundang-undangan. Adanya kegiatan presentasi melalui 
rapat internal yang melibatkan Analis APBN juga meningkatkan 

komunikasi dan kerjasama antar Analis APBN dalam bersinergi 
memberikan dukungan fungsi anggaran.

3) Pelayanan Publik

Prosedur pelayanan publik harus mencakup unsur-unsur pelayanan publik 

guna mencapai kepuasan publik ataupun organisasi selaku penerima 

layanan. Pada tahapan penyusunan laporan kegiatan, unsur yang 

terkandung iaiah akuntabel, dimana proses penyelenggaraan kegiatan 

dilakukan secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada 

pimpinan serta organisasi. Dalam tahapan kegiatan presentasi internal, 
mengandung unsur partisipatif karena melibatkan pihak lain yaitu Analis 

APBN di Pusat Kajian Anggaran. Partisipasi ini membahas proses dan 

hasil kegiatan sehingga dapat menjadi bahan evaluasi kegiatan sebelum 

sampai pada tahap kegiatan akhir. Unsur partisipatif ini diharapkan dapat 
mendukung hasil kegiatan yang lebih bermutu dan optimal kepada publik. 

c) Penguatan Nilai Organisasi
1) Akuntabel

Rangkaian pelaksanaan kegiatan aktualiasasi perlu 

dipertanggungjawabkan kepada organisasi. Dalam kegiatan ini, bentuk 

pertanggungjawaban penulis iaiah melalui laporan hasil kegiatan serta 

mempresentasikan hasil kegiatan dalam rapat internal. Hal ini mendukung 

nilai organisasi yaitu Akuntabel, dimana penulis mampu 

mempertanggungjawabkan seluruh proses yang telah dilakukan guna 

mencapai hasil kegiatan yang optimal.
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2) Profesional

Profesionalitas organisasi dikaitkan dengan prosedur kegiatan yang 

terbuka serta bukti pertanggungjawaban atas sebuah kegiatan. Indikator 
penilaian suatu kegiatan ini haruslah sesuai dengan tugas dan fungsi ASN 

yang sesuai dengan bidangnya. Melalui kegiatan ini, Analis APBN dapat 
meningkatkan kompetensi akan penyusunan laporan kegiatan yang 

merupakan bentuk pertanggungjawaban dari kegiatan. Pada tahapan 

kegiatan melaksanakan presentasi rapat internal, penulis juga mendorong 

nilai profesional organisasi karena melibatkan kerjasama dengan pihak 

lain, yaitu seluruh Analis APBN, untuk memberikan informasi terkait 
anggaran program kepada publik. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi 
Analis APBN yaitu menyediakan informasi sehingga dapat menjadi 
supporting system Anggota DPR Rl yang profesional.

3) Integritas

Integritas merupakan sifat jujur, tegas, dan mendukung sifat profesional 
dalam berperilaku. Dalam penyusunan laporan, penulis melaporkan setiap 

proses kegiatan dengan jujur dan dapat dipercaya. Pada tahapan kegiatan 

presentasi dalam rapat internal, penulis berkomitmen dan bertanggung 

jawab secara penuh terhadap seluruh kegiatan yang telah dilakukan. 
Seluruh kegiatan ini dilakukan guna menjaga sinergitas Analis APBN 

dalam menjalankan fungsi anggaran.

4. Kegiatan 4

Kegiatan 4 yaitu melakukan pengunggahan konten data RKA K/L 

yang telah didesain dan diklasifikasikan pada website. Kegiatan 4 ini 
terdiri dari 2 (dua) tahapan kegiatan.
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Gambar 12. Kegiatan 4 Aktualisasi
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Tabel 6. Keterkaitan Nilai-Nilai dengan Kegiatan Aktualisasi 4

No. Nilai ANEKA Reran dan Kedudukan ASN Nilai Organisasi
1. Akuntabilitas Whole of government Akuntabel
2. Nasionalisme Pelayanan publik Profesional
3. Anti Korupsi - Integritas

Rangkaian kegiatan terakhir dari aktualisasi ini adaiah mengunggah 

konten data RKA K/L ke daiam website puskajianggaran.dpr.go.id. 
Pengunggahan data yang terintegrasi berdasarkan mitra kerja di Komisi 
DPR Rl akan bermanfaat baik bagi Anaiis APBN, Anggota DPR RI, 
maupun masyarakat umum. Dengan transparansinya data anggaran ini, 
seluruh pihak dapat mengawasi rencana anggaran tingkat program oieh 

kementerian/lembaga.

a) Tahapan Kegiatan
Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) tahapan kegiatan, yaitu:

4.1 Melakukan konsultasi dengan Mentor terkait data-data yang akan 

diunggah ke dalam website
Tahapan kegiatan ini merupakan pemeriksaan data-data yang 

dilakukan oieh Mentor dan Penulis sebelum tahapan pengunggahan. 
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan data telah akurat dan layak 

untuk diunggah ke dalam website. Pemeriksaan ini meliputi data 

yang telah diperbaiki berdasarkan masukan saat kegiatan 

presentasi. Adapun output dalam tahapan kegiatan ini yaitu laporan
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singkat hasil konsultasi dengan mentor terkait pemeriksaan akhir 
serta persetujuan data yang akan dilampirkan pada akhir laporan.

Gambar 13. Konsultasi dengan Mentor

4.2 Melakukan pengunggahan data-data RKA K/L di website
Pada tahapan kegiatan terakhir ini, Penulis mengunggah data 

RKA K/L di website puskajianggaran.dpr.go.id. Data yang diunggah 

ini telah mendapat persetujuan dari mentor serta sesuai dengan 

arahan-arahan Analis APBN pada kegiatan presentasi. Seluruh data 

yang diunggah pada website ini dapat diakses secara umum. Hal ini 
tentunya bertujuan agar data RKA K/L tidak hanya bermanfaat bagi 
Anggota DPR Rl ataupun Analis APBN, tetapi juga kepada 

masyarakat umum guna meningkatkan pengetahuan masyarakat 
akan informasi anggaran program kementerian/lembaga.

b) Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 

1) Akuntabilitas
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada publik 

yang mendukung nilai akuntabilitas dalam konteks, yaitu adanya 

transparansi dan akses informasi kepada publik. Transparansi dan 

akses informasi berarti setiap masyarakat dapat memperoleh 

informasi terkait penyelenggaraan program pemerintah secara 

mudah dan cepat. Pada tahapan pengunggahan data, penulis 

mengikuti prosedur yang berlaku dan data yang diunggah sesuai 
dengan hasil yang disarankan oleh Analis APBN dalam tahap

47



kegiatan presentasi internal. Hal ini untuk memastikan validitas dan 

kelaikan informasi sebelum diunggah pada website. Selain 

nnemberikan informasi kepada publik, penyediaan data ini 
diharapkan dapat bermanfaat bagi Analis APBN yang mendukung 

DPR R1 dalam menjalankan fungsi anggaran.

2) Nasionalisme
Kegiatan penyediaan data RKA di seluruh kementerian/lembaga ini 
merupakan bentuk tanggung jawab instansi pemerintah kepada 

masyarakat. Kegiatan penyediaan data ini menjadi upaya 

pemerintah untuk memelihara ketertiban dan disiplin menjalankan 

amanah rakyat. Walaupun setiap kementerian/lembaga memiliki 
fungsi dan program yang berbeda, tersedianya data yang 

terintegrasi ini diharapkan dapat meningkatkan semangat 
nasionalisme oleh instansi pemerintah guna mewujudkan negara 

yang sesuai dengan cita-cita nasional.
3) Anti Korupsi

Belum terpublikasinya informasi terkait perkembangan anggaran 

program kementerian/lembaga menyebabkan rendahnya partisipasi 
publik dalam pengawasan pelaksanaan anggaran. Hal ini dapat 
melemahkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program 

yang diselenggarakan pemerintah. Melalui kegiatan terpublikasinya 

data perkembangan RKA K/L, maka masyarakat dapat mengawasi 
pelaksanaan anggaran dan instansi pemerintah dapat 
mempertanggungjawabkan pengelolaan anggarannya. Transparansi 
data anggaran program kementerian/lembaga menunjukkan sikap 

jujur dan mandiri kementerian/lembaga dalam pengelolaan 

anggaran. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan 

publik terhadap pemerintah. Dari sisi instansi pemerintah, 
transparansi data ini akan menjadi perwujudan sikap, meningkatkan 

kesadaran anti korupsi, dan semakin menjauhi tindakan korupsi.
4) Whole of Government

WoG dikenal sebagai pendekatan yang melibatkan sejumlah 

kelembagaan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan
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kebijakan sesuai dengan cita-cita nasional. Melalui tahapan kegiatan 

pengunggahan data data anggaran program kementerian/lembaga 

di website Pusat Kajian Anggaran, maka informasi terkait anggaran 

pemerintah ini dapat diakses dengan mudah oleh Anggota DPR Rl, 
instansi pemerintah lainnya, maupun masyarakat. Kemudahan 

akses informasi ini nantinya akan memudahkan Anggota DPR Rl 
pada saat pengambilan keputusan terkait anggaran program 

kementerian/lembaga. Hal ini merupakan bentuk kolaboratif antara 

DPR Rl dengan kementerian/lembaga sesuai mitra kerja komisi 
untuk mencapai tujuan nasional yang lebih besar, yaitu menjalankan 

fungsi anggaran yang adil dan transparan.
5) Pelayanan Publik

Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan keperluan 

masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan 

pada organisasi untuk memberikan kepuasan kepada penerima 

pelayanan. Bentuk pelayanan dalam kegiatan ini iaiah penyediaan 

data anggaran program kementerian/lembaga kepada publik serta 

kepada Anggota DPR Rl selaku penerima pelayanan utama. Melalui 
keterbukaan akses data terkait anggaran program 

kementerian/lembaga, maka kegiatan ini mendukung prinsip 

aksesibel. Prinsip aksesibel ini berarti informasi publik dapat diakses 

dengan mudah dan cepat sehingga informasi tersebut dapat 
bermanfaat bagi masyarakat maupun Analis APBN.

c) Penguatan Nilai Organisasi
1) Akuntabel

Penyediaan data anggaran program kementerian/lembaga melalui 
website mendukung transparansi informasi publik. Dengan adanya 

kegiatan ini, setiap masyarakat lurut serta mengawasi pelaksanaan 

program dari sisi anggaran kementerian/lembaga dengan akses 

yang mudah. Kegiatan ini merupakan wujud tanggung jawab kepada 

pihak-pihak tertentu yang mungkin membutuhkan informasi terkait 
anggaran program ini.
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2) Profesional

Salah satu tugas Analis APBN yaitu menyediakan informasi terkait 
anggaran pemerintah baik kepada DPR Rl maupun kepada publik. 
Melalui kegiatan publikasi data RKA K/L di website ini, maka penulis 

menjalankan tugas untuk menyediakan informasi yang dapat 
diakses secara bebas oleh publik. Terlebih lagi, informasi ini 
nantinya akan sangat bermanfaat bagi Anggota DPR Rl dalam 

perumusan kebijakan terkait anggaran pemerintah. Dengan 

tersedianya data tersebut, maka penulis dapat meningkatkan 

profesionalitas Analis APBN dalam mendukung fungsi anggaran.
3) Integritas

Integritas merupakan sifat Jujur, tegas, dan mendukung sifat 
profesional dalam berperilaku. Kegiatan penyediaan data RKA K/L 

ini dilakukan dengan jujur, adil, dan transparan ini dilakukan sebagai 
wujud tanggung jawab pemerintah kepada rakyat atas rencana 

pelaksanaan anggaran program yang dijalankan 

kementerian/lembaga. Sumber data yang digunakan dalam kegiatan 

ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan adanya 

kegiatan ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, 
terutama Anggota DPR Rl yang menjalankan fungsi anggaran 

secara langsung.
5. STAKEHOLDER

Tabel 7. Stakeholder Aktualisasi

Elgtemal
- Anggota DPR Rl dan Staf Komisi 

DPR Rl
- Masyarakat umum

Staf Pusat Kajian Anggaran Badan 

Keahlian DPR Rl

6. KENDALA DAN STRATEGI MENGATASI KENDALA
Dalam pelaksanaan aktualisasi ini, kendala yang dihadapi penulis antara lain: 

Adanya kode program yang sama namun fungsi program yang berbeda 

menyebabkan proses penginputan data sedikit lebih lama dari jadwal
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kegiatan. Namun kendala ini dapat diatasi dengan menerapkan cermat, 
disiplin, dan fokus menyelesaikan proses penginputan data hingga 

selesai sebelum menginput data anggaran instansi lainnya.
Adanya perbedaan program kementerian/lembaga setiap tahun 

menyebabkan pada beberapa program tidak tersedia datanya. Hal ini 
cukup menghambat proses penginputan data. Namun kendala ini diatasi 
dengan tetap mencantumkan program walaupun tidak tersedia 

anggarannya.
Sumber data anggaran program kementerian/lembaga tahun anggaran 

2018 dan tahun anggaran 2019 diperoleh dari lampiran peraturan 

presiden yang telah memiliki kekuatan hukum. Namun pada data tahun 

anggaran 2020, penulis masih menggunakan data yang bersumber dari 
Buku III Himpunan RKA K/L Tahun Anggaran 2020. Data ini masih dapat 
berubah seiring dengan rapat antara DPR Rl dengan instansi pemerintah. 
Namun data ini tetap digunakan oleh penulis sebagai gambaran 

perkembangan anggaran program kementerian/lembaga. Untuk 

mengatasi masalah ini, penulis akan menyesuaikan kembali data 

anggaran program kementerian/lembaga berdasarkan peraturan presiden 

tentang rincian APBN yang akan disahkan pada akhir tahun 2019. 
Dengan demikian, keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan.

7. ANALISIS DAMPAK 

1) HASILINISIATIF
Dari level individu, apabila aktualisasi ini dilaksanakan, maka penulis 

mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pemahaman terkait 
program dan anggaran kementerian/lembaga yang menjadi sumber 
pengetahuan bagi penulis. Selain itu, kemampuan dalam mengolah dan 

mengkompilasi data, dan mendesain kompilasi data tersebut. Namun jika 

aktualisasi ini tidak dilaksanakan, maka penulis hanya dapat meningkatkan 

pengetahuan terkait program dan anggaran kementerian/lembaga, namun 

tidak dengan kemampuan pengolahan, kompilasi, dan desain data.
Untuk level unit kerja, apabila aktualisasi ini dilaksanakan, maka 

terintegrasinya data RKA K/L akan sangat memudahkan Analis APBN 

dalam menyusun Analisis APBN, terutama jika isu yang terkait ialah
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program-program dari kementerian/lembaga sehingga waktu penyusunan 

lebih efisien. Namun jika aktualisasi ini tidak dilaksanakan, maka proses 

penyusunan analisis yang terkait program kementerian/lembaga menjadi 
tidak efisien karena harus mencari lagi data-data yang dibutuhkan.

Untuk level unit organisasi, apabila aktualisasi ini dilaksanakan, maka 

seluruh pihak termasuk Anggota DPR Rl dapat mengakses data RKA K/L 

secara mudah yang tentunya dapat bermanfaat ketika akan dilaksanakan 

rapat kerja dengan pemerintah. Namun jika aktualisasi ini tidak 

dilaksanakan, maka Anggota DPR Rl harus mencari data-data anggaran 

kementerian/lembaga yang dibutuhkan kembali sehingga prosedur 
persiapan rapat menjadi kurang efisien.

2) NILAl DASARANEKA
a. Akuntabilitas

Akuntabilitas diartikan sebagai tanggung jawab yang harus dipenuhi 
seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Artinya, dalam proses kegiatan 

harus dilandasai dengan kejujuran, netral, adil, transparan, dan konsisten. 
Sebagai seorang ASN, tugas dan fungsi yang dijalankan harus memiliki 
kejelasan target dan bertujuan semata-mata untuk kepentingan publik. Jika 

suatu kegiatan tidak didasari pada nilai akuntabilitas, maka hasil kegiatan 

dapat dikatakan salah dan tidak menjawab tujuan utama kegiatan tersebut. 
Pada kegiatan ini, tujuan utama penulis iaiah menyediakan data 

perkembangan anggaran program kementerian/lembaga yang dapat 
diakses oleh publik. Kegiatan ini berkaitan erat dengan transparansi data 

dan akses informasi kepada publik. Untuk memberikan hasil yang baik dari 
kegiatan, maka dalam pelaksanaannya sangat dibutuhkan sifat kejujuran, 
adil, dan transparan.

Jika pada tahapan kegiatan pengumpulan sumber data, penulis tidak 

menganut nilai akuntabilitas. penulis mungkin menggunakan sumber data 

non pemerintah. Hal ini berdampak pada kualitas data yang digunakan dan 

memberikan informasi yang kurang valid. Sementara pada tahapan 

kegiatan pengolahan data, apabila penulis tidak menganut nilai 
akuntabilitas, maka penulis dapat dengan sengaja memanipulasi data 

tertentu demi kepentingan pribadi atau pihak tertentu. Ha! ini tentunya
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dapat berakibat fatal pada validitas data dan berdampak negatif pada 

kredibilitas organisasi. Jika penulis mengabaikan nilai akuntabilitas dalam 

kegiatan ini, maka penulis menghambat tugas organisasi, yaitu Pusat 

Kajian Anggaran, dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran kepada 

DPR Rl. Untuk itu, nilai akuntabilitas sangat penting diterapkan pada setiap 

tahapan kegiatan guna mencapai hasil kegiatan yang bermanfaat.

b. Nasionaiisme

Nasionalisme diartikan sebagai cinta tanah air yang didasari pada 

pengamalan nilai-nilai Pancasiia dan UUD 1945 dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang dianut dari Pancasiia antara lain 

rasa hormat menghormati, amanah, adil, menjunjung tinggi persamaan 

derajat dan persatuan, serta berjuang dalam memelihara ketertiban guna 

mencapai kepentingan nasional. Selain itu, nilai Pancasiia sangat 

menjunjung tinggi kerjasama kelompok melalui musyawarah sehingga 

setiap keputusan harus didasari kesepakatan bersama. Pengamalan nilai 

Pancasiia ini sangat penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, 

terutama bagi ASN yang harus mampu mencapai tujuan nasonai.

Sama hainya dalam pelaksanaan kegiatan ini, penulis harus 

senantiasa mengamalkan nilai-nilai Pancasiia dalam tiap pelaksanaan 

tahapan kegiatan. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan mampu 

menjawab kebutuhan organisasi ataupun masyarakat dengan cara 

melibatkan partisipasi pihak lain. Untuk itu, dalam tahapan kegiatan ini 

dilakukan konsultasi dan diskusi bersama pimpinan dan mentor. Tujuan 

dari konsultasi ini agar penulis mendapatkan kritik dan saran demi 

kebaikan hasil kegiatan. Jika penulis mengabaikan nilai nasionalisme 

dalam kegiatan ini, maka penulis hanya akan menjalankan kegiatan atas 

dasar kepentingan pribadi tanpa melibatkan pihak lain yang dapat 

mendorong penulis untuk menciptakan hasil kegiatan terbaik. Penulis tidak 

akan mendapatkan masukan dari pimpinan dan mentor yang lebih 

berpengalaman sehingga hasil kegiatan tidak mampu menjawab tujuan 

utama kegiatan. Untuk itu, setiap pelaksanaan kegiatan ini harus 

menjunjung tinggi nilai nasionalisme agar tujuan utama kegiatan dapat 

tercapai.

53



c. Etika Publik

Etika publik bagi seorang ASN mengacu pada pengamalan kode etik 

dan kode perilaku ASN dalam bekerja untuk masyarakat. Etika publik ASN 

menjunjung tinggi nilai kejujuran, bertanggung jawab, integritas, cermat, 
disiplin, dan mengacu pada nilai etika luhur. Setiap ASN harus mampu taat 
pada peraturan perundang-undangan termasuk kode etik dan kode perilaku 

ASN, misalnya taat perintah dan senantiasa menjaga rahasia negara. Jika 

ASN mampu mengamalkan nilai etika pubiik, maka pelaksanaan tugas dan 

fungsi organisasi akan lebih mudah dicapai dan dapat menciptakan 

lingkungan organisasi yang akuntabel.
Dalam tahapan kegiatan ini, penulis meiaksanakan tiap kegiatan 

dengan mengamalkan nilai-nilai etika publik. Adanya tahapan kegiatan 

yaitu penyusunan data anggaran program kementerian/lembaga pada 

tingkat program membutuhkan kecermatan dan disiplin yang tinggi.Seluruh 

data yang disusun ini dilakukan dengan jujur, transparan, adil, dan tidak 

berpihak pada kepentingan tertentu. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan 

prosedur, menaati kaidah penulisan, serta tidak melanggar kode etik dan 

kode perilaku ASN. Selain itu, pada tahapan kegiatan konsultasi dengan 

mentor dilakukan dengan sopan untuk menjunjung tinggi standar etika 

luhur. Adanya kegiatan ini bertujuan untuk menjaga komunikasi dan bentuk 

kerja sama antara penulis dengan Mentor. Setiap ASN diharuskan 

mempertanggungjawabkan tindakan dan klnerjanya kepada publik. Nilai ini 
juga diterapkan pada kegiatan penulis berupa adanya bentuk 

pertanggungjawaban yaitu penyusunan laporan kegiatan dan melakukan 

presentasi dalam rapat internal.
Nilai etika publik harus diamalkan oleh setiap ASN dalam 

menjaiankan tugas dan fungsinya. Pada kegiatan ini, jika penulis 

mengabaikan nilai sopan santun terhadap pimpinan dan mentor, maka 

penulis menghambat komunikasi organisasi dan tidak mampu bekerja 

sama dalam organisasi. Jika nilai ini diabaikan, maka penulis hanya akan 

menjaiankan kegiatan berdasarkan kepentingan pribadi dan justru 

mengabaikan kepentingan organisasi. Selain itu, jika penulis tidak 

mengamalkan nilai etika publik, maka penulis berarti melanggar kode etik
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dan kode perilaku ASN yang menjunjung tinggi sikap tanggung jawab dan 

patuh menerima konsekuensi dari suatu kegiatan. Dampaknya, penulis 

tidak akan bersemangat melaksanakan kegiatan dan cenderung fokus 

hanya pada basil kegiatan, bukan pada kualitas dan tujuan utama dari 
kegiatan. Untuk itu, nilai etika publik sangat penting diamalkan pada 

seluruh kegiatan ini guna mencapai basil kegiatan terbaik. Hal ini dapat 
menjadi sarana pembelajaran bagi penulis untuk juga mengamalkan nilai 
etika publik dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Analis APBN.

d. Komitmen Mutu

Komitmen mutu diartikan sebagai pembaruan (inovasi) sebuab 

kebijakan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien namun tetap 

berorientasi pada mutu. Nilai komitmen mutu memperhatikan efektivitas 

dan efisiensi suatu kebijakan. Selain itu, komitmen mutu dikaitkan dengan 

inovasi kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mencapai tujuan.Jika 

nilai efektivitas dan efisiensi diabaikan, maka akan berdampak pada 

ketidaktercapaian target kerja dan menurunkan kredibilitas institusi. Hal ini 
akan mengbambat pencapaian tujuan utama kebijakan.

Fokus kegiatan dalam aktualisasi ini ialab menyediakan data-data 

RKA K/L yang dapat diakses melalui website Pusat Kajian Anggaran. Data 

yang disajikan ini telab berbentuk rekapitulasi pada tingkat program 

kementerian/lembaga yang diklasifikasikan berdasarkan lingkup komisi di 
DPR Rl. Tujuan penulis melalui kegiatan ini yaitu agar baik Anggota DPR 

Rl serta masyarakat dapat mengakses informasi terkail perkembangan 

anggaran program kementerian/lembaga dengan mudab, melalui penyajian 

data yang berbeda dengan instansi lainnya. Hal ini merupakan bentuk 

inovasi karena belum pernah diterapkan oleb instansi lain. Jika aktualisasi 
ini dilaksanakan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait 
anggaran menjadi lebih efektif dan efisien. Namun jika penulis tidak 

menganut nilai-nilai komitmen mutu, penyajian data di website tidak akan 

berbeda dengan penyajian data yang selama ini diterapkan instansi lain. 
Hal ini akan menyulitkan masyarakat untuk mengetabui perkembangan 

anggaran program dan mengurangi minat masyarakat untuk mengawasi 
perkembangan anggaran program kementerian/lembaga. Dengan
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demikian, sangat panting untuk menerapkan nilai-nilai komitmen mutu, 
salah satunya inovasi pada kegiatan ini. Dengan pengamaian nilai inovasi, 
maka tujuan utama kegiatan lebih mudah dicapai.

e. Anti Korupsi
Kesadaran anti korupsi yang harus diyakini oleh setiap ASN. 

Kesadaran anti korupsi ini dapat diciptakan dengan menanamkan nilai 
seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, adii, dan transparan. 
Pengamaian nilai ini melalui pelayanan publik yang dilakukan dengan Jujur, 
berintegritas, adii, dan menyampaikan informasi dengan transparan kepada 

masyarakat. Dengan pengamaian nilai ini, maka ASN juga harus mampu 

bertanggung jawab menanggung semua konsekuensi atas setiap 

perbuatannya.
Adanya transparansi data merupakan bentuk tanggung jawab 

pemerintah terhadap pelaksanaan program pemerintahan. Hal ini akan 

meningkatkan kesadaran anti korupsi instansi pemerintah dan kepercayaan 

masyarakat terhadap pelaksanaan anggaran pemerintah. Nilai anti korupsi 
ini sangat penting diamalkan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah 

dalam penyelenggaraan negara. Jika nilai ini tidak diamalkan, maka 

pencapaian tujuan negara yang menjunjung kesejahteraan dan keadilan 

sosial akan sulit tercapai.
ASN sebagai pelaksana kebijakan perlu menerapkan nilai anti korupsi 

dalam menjalankan tugasnya. Sebagai Analis APBN, penulis mempunyai 
tugas yang salah satunya menyediakan informasi kepada publik terkait 
dengan anggaran. Hal ini mendukung aspek transparansi yang diyakini 
dapat berpengaruh pada kepercayaan publik. Dalam kegiatan aktualisasi 
ini, penulis memberikan informasi kepada publik terkait data perkembangan 

anggaran program kementerian/lembaga. Tahapan kegiatan ini mendorong 

penulis untuk memberikan informasi yang aktual, transparan, dan adii. 
Untuk itu, kejujuran dan disiplin menjadi faktor penting dalam pelaksanaan 

proses kegiatan ini. Jika penulis tidak mengamalkan nilai tersebut, maka 

penulis akan memberikan informasi yang tidak sah dan justru merugikan 

pihak-pihak tertentu. Kegagalan penulis pun menghambat tujuan utama 

dari kegiatan ini, yaitu melayani publik dengan informasi yang akurat. Jika
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hal ini terjadi, maka akan mengurangi kredibilitas organisasi dan 

kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintah. Untuk itu, 
penulis hams mengamalkan nilai anti korupsi ini karena akan 

meningkatkan kesadaran anti korupsi yang diharapkan setiap ASN 

semakin menjauhi perilaku korupsi.
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8. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan

Tabel 8. Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Agustus
2019

IV

September 2019 Oktober
2019

Pekan
I II III IV I

Pengumpulan data*data RKA K/L

1.1 Melakukan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran dan Mentor terkait data-data 
kementerian/lembaga yang akan disajikan dalam website

1.2 Mengumpulkan sumber data RKA K/L dari tahun 2018-2020

I Pengolahan data yang disusun pada tingkat program kementerian/lembaga

2.1 Mengolah dan merekap data RKA K/L yang disusun pada tingkat program

2.2 Mengkiasifikasikan data sesuai dengan pembagian mitra kerja di 11 Komisi DPR Ri

2.3 Mendesain database RKA K/L daiam bentuk modifikasi grafik

2.4 Meiakukan konsultasi dengan mentor untuk memastikan rekapitulasi RKA K/L teiah iayak 
disajikan

l Penyusunan laporan kegiatan dan melakukan presentasi dalam rapat internal

3.1 Menyusun laporan kegiatan

3.2 Mempresentasikan hasil kegiatan dalam rapat internal

8.1.1.4 Pengunggahan konten data RKA K/L pada website

4.1 Melakukan konsultasi dengan Mentor terkait data-data yang akan diunggah ke daiam 
website
4.2 Melakukan pengunggahan data-data RKA K/L di website
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BAB V 

PENUTUP

KESIMPULAN
Penyediaan data RKA K/L pada website Pusat Kajian Anggaran 

merupakan proyek aktualisasi yang telah dilaksanakan selama 30 hari kerja. 
Proyek aktualisasi ini telah melalui beberapa proses, dari perumusan isu-isu 

strategis yang terjadi di Pusat Kajian Anggaran, kemudian pemilihan isu 

dengan teknik analisis USG yang pada akhirnya terpilihlah isu kegiatan yaitu 

belum tersedianya data RKA K/L di website Pusat Kajian Anggaran. Untuk 

memberikan dukungan fungsi anggaran yang lebih optimal, maka penyediaan 

data RKA K/L yang dapat diakses di website Pusat Kajian Anggaran sangat 
diperlukan. Hasil dari kegiatan ini nantinya akan sangat memudahkan Analis 

APBN dalam penyusunan Analisis APBN yang terkait dengan program 

kementerian/lembaga. Kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan melalui 4 (empat) 
kegiatan yang terdiri dari beberapa tahapan kegiatan. Masing-masing kegiatan 

ini memiliki keterkaitan terhadap mata pelatihan nilai dasar ASN serta peran 

dan kedudukan ASN, yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan data RKA K/L, terkait dengan nilai dasar ASN yaitu nilai 
akuntabilitas, nasionalisme, dan komitmen mutu. Kegiatan ini juga terkait 
dengan peran dan kedudukan ASN, yaitu pelayanan publik dan Whole of 
Government (WoG).

2. Pengolahan data yang disusun pada tingkat program
kementerian/lembaga, terkait dengan nilai dasar ASN yaitu nilai 
akuntabilitas, etika publik, dan komitmen mutu. Kegiatan ini juga terkait 
dengan peran dan kedudukan ASN, yaitu manajemen ASN dan 

pelayanan publik.

3. Penyusunan laporan kegiatan dan melakukan presentasi dalam rapat 
internal, terkait dengan nilai dasar ASN yaitu nilai akuntabilitas dan etika 

publik. Kegiatan ini juga terkait dengan peran dan kedudukan ASN, yaitu 

pelayanan publik.

4. Pengunggahan konten data RKA K/L di website, terkait dengan nilai dasar 
ASN yaitu nilai akuntabilitas, nasionalisme, dan anti korupsi. Kegiatan ini
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juga terkait dengan peran dan kedudukan ASN, yaitu Whole of 
Governement (WoG) dan pelayanan publik.
Output dari proyek aktualisasi ini adalah berupa data RKA K/L tahun 

anggaran 2018-2020 yang dapat diakses melalui website 

https://puskaiianqqaran.dpr.qo.id/ pada bagian menu ‘Data Indikator’. 
Harapannya, dengan dilaksanakannya proyek aktualisasi ini dapat memberikan 

kontribusi bagi unit kerja dan meningkatkan dukungan keahlian terkait fungsi 
anggaran kepada Anggota DPR Rl.

B. SARAN
Prioritas nasionai yang dicapai melalui kebijakan program 

kementerian/lembaga setiap tahun terus berkembang. Untuk mengetahui 

program-program yang dijalankan oleh setiap kementerian/lembaga maka 

diperlukan penyajian data anggaran pada tingkat program secara terintegrasi 
dan mudah diakses oleh masyarakat. Adanya penyediaan data di website 

puskajianggaran.dpr.go.id menjalankan saiah satu tugas Analis APBN yaitu 

memberikan informasi kepada publik yang terkait dengan anggaran. Namun, 
kebijakan anggaran program kementerian/lembaga cenderung berubah setiap 

tahunnya. Untuk tetap memberikan informasi kepada publik terkait data 

anggaran yang akurat, maka data anggaran tingkat program 

kementerian/lembaga setiap tahun perlu diupdate setiap tahunnya. Untuk 

perbaikan kedepannya, penyediaan data yang ditampilkan bisa dikembangkan. 
Misalnya, tampilan grafik yang hanya dapat dipilih pada tingkat program, 
mungkin dapat dikembangkan menjadi fungsi program. Lebih lanjut, 
penyediaan data seperti ini juga dapat diterapkan pada data-data lainnya 

seperti data penerimaan negara, transfer ke daerah dan dana desa, ataupun 

pembiayaan negara. Dengan penyediaan data yang lebih variatif dan update ini 
diharapkan dapat mengoptimalkan Pusat Kajian Anggaran dalam mendukung 

fungsi anggaran DPR Rl.

Untuk penyelenggara, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dasar 
sudah berjalan dengan baik dari awal pelaksanaan teknis sampai dengan 

tahap pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Namun untuk meningkatkan 

pelaksanaan tersebut, maka diperlukan koordinasi internal yaitu Pusat 
Pendidikan dan Pelatihan yang lebih baik guna mendukung kelancaran
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kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar di masa mendatang. Ketika kebijakan 

telah ditentukan dalam koordinasi internal, maka perlu dikomunikasikan 

dengan lebih jelas kepada seluruh peserta Latsar agar tidak terjadi kesalahan. 
Dengan koordinasi yang baik, maka kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar 
akan berjalan lebih optimal.
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LAMPIRAN
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LAMPIRAN KEGIATAN 1

1.1 Laporan singkat hasil konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran dan 

Mentor
1.2 Sumber data RKA K/L tahun anggaran 2018-2020 yang digunakan
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Lampiran Tahapan Kegiatan 1.1
Laporan Singkat Hasil Konsultasi dengan Kepala Pusat

SCKKiri'AHIAT IFNnERAI. DAN HADAN KEAIIUAN 
UtWAN i'KHWAKILAN RAKVAT RCPUIILIK INUONKSIA

LAPUKAN SINliKAT
KONSULTASI UKNUAN KEPALA PUSAT KAJIAN ANCCARAN

Hon. cangRol 
Pukul 
Tempo! 
KcAuaiHi!

Ptmpinon

RalHJ. 28 Agustiu 211 I*i

(Pl-rill WIR s.d Mlnol

KuoiiH 602 Pusoi Koiloii Anupiron

Kiafisultosi Tcrkot! Kcnt'ono Akluolikosi

Dr. Am.‘p Ahmod Saeminh. S.E. M.SI.

L PB40AUULUAN

Kol.<l> Mlu tahapan kcglaran akiiMlisoiij yoiit; Ullokuko/i uleb Deasy Uwi 
Hamlayti. S.K yoHu titrlokaonokan kon^ii1t.t«l ilcngjn Kopolo Pusat Kalian AtiKparan 
turkall dengan tcniono keglalan dan cah.ipan kcglat.in akliiali.t.i.tl ynni; teLih 
direnranakati dalam rancaiigan akiuallsao Agendo konoull.iol Inl dih.idirl ul«h Kepnio 
Pu.%at Kalian Anggann. I>r. Asep Aliiiiad Sachiloh, S.i:, M.SI. henetta S (lima) i.PNS 
AiuiUo APON LaMar Angkaian III Ulnny.i lerkoli kcKiulun oktuolioasi yang telah 
diri'iiriiiiakoll oleh moving-maslng Alialis Al’HN. Agumla kunsullasi liu dllukaonukon 
padn harl Harm. 78 AhusIus 2019 pada pukul II9.H0 WIH,

II. POKOK-POKUK PKMKiCARAAN

Selam.i dilcmpatkan dl unit kerja yailu I'uaat Kalian Anggoran DK DPR Kl. 
Penullo mcnumukaii iK-livrapa pcrmasalahon auu lau dl uni! kcr|a yang periu 
dlperlnlkL Salah satu |iermasalahon yang dlmaksud yalm bclum tersedlanya data 
icrkaic anggaron kvmviiturlan/leinboga di website Pusat Ko|ian Anggaran. PadahaJ, 
data anggaron program kcmcntcnan/lemboga sangac penting untuk dlgunakori 
dalam penyusunan Anallsis APBN oianpun tugos-tugaa lain yang Icrkall 
pendampingun rapai anggaran yang tilM.-lenggarukan Kumisi DPR Kl dungan 
Pemeniiloh.

Dari berbagal lau yang diaurou Penulis. ri.ilom pcnnntuan isti priorilas, Penulfs 
tnenggunakan toknik anoMaia USC. Dari teknik lei'scbur, mAk.o Irrplllh Isu pertamo 
yaltu bclum tcrscdlanya d.il.i Itrmrami Keria Aiigguran Kcmontcrinn/lainiliaga (IlKA 
K/l.) ill weliallc reanu Pusat Ka|lnn Anggaian. nciigaii (erpilllinyo isu tcrschiit, m.'ik.n 
produfc akhti iikliialiaoal Pcmills yaltu pcnyedlaon data RKA K/L pHdo website Puaat 
Kajian Anggaran. yaltu 1HLua://uusk.nl;mciMi'an itiir.iro id/ pada rlngkal iirugium 
kemcnlcrlan/tcmbaga tahun anggaran 2U1U d.in 2019. Produk akhir akniallaasi Inl 
illharopkan dapot memudahkan Analls APflN dalam mcnitukung tugas dan tungsi 
OPK Kl yang lerkoii dengan tungsi anggaran.

Pada se.sl kmiaiillasi portama ini. topik pcmhohasaii yang dilaksonakon Cerkalt 
rcncana kegiatan dan iahap.in kegiatan aktualivisi yang akan illlakukan aleh Penulis. 
Adapun rcncana tahapan. tahapan kegiatan dengan fadwal kegiatan so ha gal hnrlkul:

Malriks Jatlwol Tahapan Kegiatan Akiuolisusi 
SeptemberKeglatan/Tahopan

Kegiatan

Agustus Oktober

dataPciigiimjiiiUn 
RKA

kcmcnierlan/lembaga

Pcngiilahan data RKA 
per program
keiiietilenan/lembaga 
PeiiyuMiiiaii luporou 
kcgiataii don

mclakuhan presematl 
dalam rapac internal

Penyediaan 
rekapltulasi data RKA 
kcmcntcnan/lombago 
podo website Pusat 
Ka|bui Anggaran

II 1 III IV
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Laporan Singkat HasM Konsultasi dengan Mentor

C-)
SEKHETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLfAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT 
KONSULTASI DENGAN MENTOR

Hah, tanggal 
Pukul 
Tempat 
Kegiatan

Selasa. 3 September 2019

15.30 WI8 s.a selesai

Ruang 603 Pusat Kajian Anggaran

Pembabasan rencana kegiatan dan tahapan kegiatan 
aktualisast yang sedang dan akan dliaksanakan

POKOK-POKOK PEMBICARAAN
Pada sesi konsultasi pertama ini. topik pembahasan yang 

dilaksanakan adalah mengenai progres pengerjaan aktuali&asi paaa 
minggu pertama pelaksanaan, yaitu minygu ke-4 bulati Aguslus 2019. 
Sejauh mi. progres yang sudab dilakukan adalah pelaksanaan Kegiatan 
1. yaitu melakukan pengumpulan data, dengan tahapan kegiatan 
sebagal berikut:
1. melakukan konsultasi det>gan Kepala Pusat Kajian Anggaran, dan 

tahapan kegiatan ini sudali dilaksanakan (>ada 28 Agustus 2019 
dengan Lapsing yang akan terlampir dalam laporan:

2. melakukan konsultasi dengan mentor dan telah berlangsung pada 3 
September 2019 dengan Lapsing yang akan terlampir dalam 
laporan:

3. melakukan pengumpulan data RKA K/L yang diperoleh darl 
Peraturan Presiden tentang Rmcian Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara serta Himpunan RKA K/L Tahun Anggaran 2020 
yang diterbitkan oleh Kemcntcnan Keuangan.

Selain itu, pada sesi konsultasi kali Ini, dilakukan koordlnasl 
mengenai rencana evidences yang akan dimuat dalam Laporan 
Aktuallsasi yang membutuhkan persetujuan dan tanda tangan dad 
mentor, misalnya Lapsing dan dokumentasi.

II. PENUTUP
Demikianlah konsultasi dengan mentor dilaksanakan. Konsultasi Ini 

ditutup pada pukul 16.00 WIB

Jakarta. 3 September 2019

DwI RestI Prativn. 5.T.. HPM. 
198806212014022001
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Lampiran Tahapan Kegiatan 1.2
Sumber data RKA K/L tahun anggaran 2018-2020 yang digunakan

Tahun Anggaran Sumber Keterangan

2018

Peraturan Presiden Nomor 107 
Tahun 2017 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 
2018

Lampiran III

2019

Peraturan Presiden Nomor 129 
Tahun 2018 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 
2019

Lampiran III

2020 UU APBN dan Nota Keuangan 
Tahun Anggaran 2020

Buku III Himpunan
Rencana Kerja dan 
Anggaran
Kementerian/Lembaga 
Tahun Anggaran 2020
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LAMPIRAN KEGIATAN 2

2.1 Data anggaran yang telah disusun pada tingkat program kementerian/lembaga
2.2 Data yang sudah terklasifikasi berdasarkan pembagian mitra kerja di 11 Komisi 

DPR Rl

2.3 Database anggaran kementerian/lembaga pada tingkat program dalam bentuk 

modifikasi grafik
2.4 Laporan singkat basil konsultasi dengan mentor
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LampiranTahapan Kegiatan 2.1
Data RKA K/L yang disusun pada tingkat program

oil - Kementerian Luar Negeri
Kode Program Fungsi Program

2018 2019 2020
Anggaran Anggaran Anggaran

011.01.01

Pelayanan Umum

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri 4.918.776.399 4.586.996.658 5.306.319.688
011.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri 1.016.908.688 1.074.912.100 1.194.912.014
011.01.14 Program Pelaksanaan Diplomas! dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan Rl dl Luar Negeri 577.441.000 831.106.023 811.945.121

011.02.08
Program Pemantapan Hubungan dan Polltik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomas!

75.220.130 96.923.001 94.041.196
dl Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

011.03.10
Program Pemantapan Hubungan dan Politik LuarNegeri serta Optimalisasi Diplomas!

52.673.535 52.082.524 63.175.622
di Kawasan Amerlka dan Eropa

011.04.06 Program Peningkatan Hubungan dan Politik LuarNegeri Melalui Kerjasama ASEAN 59.830.021 54.185.182 58.534.103

011.05.07
Program Peningkatan Reran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Keria Sama 787.806.556 891.692.608 827.113.498
Multilateral

011.06.13 Program Optimalisasi Informasi dan Diplomas! Publik 104.481.322 102.002.215 94.910.553

011.07.09
Program Optimalisasi Diplomas! Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian 43.232.550 38.002.298 42.562.988
Internasional

011.08.12 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran 136.701.366 119.445.511 121.660.873
011.09.03 Program Pengawasan dan Peningkatan AkuntabI litas Aparatur Kementerian LuarNegeri 33.109.334 32.374.190 35.396.133
011.11.11 Program Pengkajian dan Pengembangan Kebljakan Luar Negeri 38.140.641 32.036.553 35.436.552

Jumlah 7.844.32L542 7.911.758.863 8.686.008.341

005 - Mahkamah Agung
Kode Program Fungsi Program

2018 2019 2020
Anggaran Anggaran Anggaran

005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 7.132.236.001 7.159.572.934 8.723.644.945
005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 584.448.358 481.321.500 1.226.107.296
005.02.06 Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung 157.270.100 157.669.197 172.033.639
005.03.07 Ketertiban dan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 152.581.761 139.915.933 148.038.623
005.04.08 Keamanan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 71.643.906 70.627.868 85.807.448
005.05.09 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) 23.708.288 23.717.231 28.551.651
005.06.05 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung 107.622.532 210.090.513 173.471.039
005.07.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung Rl 32.589.054 33.552.299 40.273.336

Jumlah 8.262.100.000 8.276.467.475 10.597.927.977

69



025 - Kementerian Agama
Kode Program Fungsi Program

2018 2019 2019
Anggaran Anggaran Anggaran

025.01.01

Agama

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama 2.135.816.240 2.021.016,651 1.921.417.232
025.01.13 Program Kerukunan Umat Beragama 77.873.290 80.014.140 46.973.277
025.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama 91.375.363 101.527.316 76.822.476
025.03.08 Program Bimbingan Masyarakat Islam 5.130,689.599 5.157.052.074 5.617.461.944
025.05.09 Program Bimbingan Masyarakat Kristen 217.000.233 256.216.938 254.432.480
025.06.10 Program Bimbingan Masyarakat Katolik 189.736.919 218.887.808 173.014.331
025.07.11 Program Bimbingan Masyarakat Hindu 123.255.613 159.924.001 100.591,062
025.08.12 Program Bimbingan Masyarakat Buddha 64.106.294 77.986.461 54.253.575
025.09.06 Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah 1.085.824.226 1.486.621.215 1.554.866.308
025.11.04 Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama 339.080.741 382.293.870 250.647.411
025.12.14 Program Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal 18.523.068 201.416.463 40.288.541
025.01.13

Pendidikan

Program Kerukunan Umat Beragama 7.000.000 7.000.000 6.367.760
025.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama 62.096.110 62.000.000 85.573.796
025.04.07 Program Pendidikan Islam 49.089.647.287 48.514.443.637 51.454.932.558
025.05,09 Program Bimbingan Masyarakat Kristen 1.678.575.979 1.5K.438.849 1.525.325.460
025.06.10 Program Bimbingan Masyarakat Katolik 721.797.274 711.002.404 711.912.404
025.07.11 Program Bimbingan Masyarakat Hindu 644.313.979 656.246.819 660.206.819
025.08.12 Program Bimbingan Masyarakat Buddha 216.315.841 185.019.308 215.529.954
025.11.04 Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama 261.713.035 221.614.209 310.331.307

Jumlah 62.154.741.091 62.066.722.163 65.060.948.695

026 - Kementerian Ketenagakerjaan

Kode Program Fungsi Program
2018 2019 2020

Anggaran Anggaran Anggaran
026.01.01

Ekonomi

Program Dukungan Manaiemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Ketenagakerjaar 402.575.082 294.254.093 310.502.875
026.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Ketenagakerjaan 60.000.000 55.546.830 59.303.436
026.04.07 Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 766.681.820 750.290.524 754.134.817
026.05.08 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 184.947.680 170.078.518 160.612.726
026.08.09 Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan 269.899.804 230.824.201 215,703.853
026.11.04 Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan 84.478.298 79.085.218 112,085.217
026.13.06 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas 1.772.596.620 1.255.056.393 497.353.092
026.01.01 Pendidikan

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Ketenagakerjaar • 20.000.000 15.000.000
026.13.06 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas 450.000.000 2.930.000.000 4.785.162.954

Jumlah 3.991.179.304 5.785.135.777 6.909.858.970
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Lampiran Tahapan Kegiatan 2.2

Komisi I DPR Rl
012 - Kementerian Pertahanan

Program
PcrUhtnin Pendldlkan Pertahanan • Mabei TNI

01201.01 012.0102 0120103 0120104 01201.0S 0120106 0120L07 0120108 0120109 012.01-10 0120107 0120105 012.21,11 0123132 0123133 0123133

Tahun
Oukunpn

Pelakunaan Tu(» 
Tcknit Uinny* 
KsmanttrUn
Ptruhafun

PenIngkaUn Sarani 
dan Praurana 

Aparatur 
Kementerian
Pertahanan

Pengawaian dan 
Penlngkatan 

Akuntabilltat 
Aparatur 

Kementerian
Pertahanan

Pen el It Ian dan 
Pengemhanpn 

Kementerian
Pertahanan

PendUlkan dan
Pelatihan

Kemhan/TNI

Strategl
Pertahanan

Pereneanaan
Umumdan

Penpnggaran
Pertahanan

Pengembanian 
Teknoletl dan 

Induttrl
Pertahanan

Poterul
Pertahanan

Kekuatan Pertahanan
Pamblnaan Imtalail 
Straieglt National

Pendldlkan dan 
Palellhan 

Kemhan/TNI

Pengfunaan
Kekuatan

Pertahanan
hitagratil

Modembatl 
AlutsJtta/Nen- 

Aluttlita/Sarpru 
Intagratll

PrelMlenallsme 
PralurK Integrallf

Penyelanggiraan 
Manajemen dm 

Operational 
Integratll

2018 U15.558.9S0 17.268.042.739 61.941,747 3,282.303.579 79.065,345 110.351,648 73.069.437 3,528,286.753 197380,144 116303,915 36,902,641 173.400,000 2.696.284.298 716.259.811 399.339.738 3.720.947.064
2019 2376.164.687 15.366.071,531 56,661,790 243.929.203 87,956381 114,684,396 70.041.220 1384.634.192 256396,537 102,196353 35.781.750 173.400,000 2.960.537.176 715352.131 409,223.776 3376.530,410
2020 1346.290.911 15.070.468.965 68.566,771 237.326.641 1143S13S5 104.139.866 81.600.881 2.494,353.609 235.402.854 117.027.146 62.967.202 184.506.784 2.868,724.104 921.110.539 408.455325 4.689,626.375

Total

Pertahanan - AO Pertahanan - AL Pertahanan • All

012J2.14 012.22.15 012.22.16 012.22 J4 012.23.17 012.23.18 012.23.19 012.23.25 012.24.20 012.24.21 012.24.22 012.24.26

Oukungan 
Kesiapan Matra 

Darat

Modemisasi
Alutsista dan Non 
Mutsista/Sarana 
dan Prasarana
Matra Darat

Penlngkatan 
Profesionalisme 
Personel Matra

Darat

Penyelenggaraan 
Manajemen dan 

Operasional Matra 
Darat

Oukungan 
Kesiapan Matra 

taut

Modernisasi 
Alutsista (Alat 
Utama Sistem 

Pertahanan) dan 
Non Alutsista

Serta
Pengembangan 

Fasilltas dan
Sarana Prasarana

Matra Laut

Penlngkatan 
Profesionalisme 
Personel Matra

Laut

Penyelenggaraan 
Manajemen dan 

Operasional Matra 
Laut

Oukungan 
Kesiapan Matra 

Udara

Modemisasi 
Alutsista Dan Non

Alutsista Serta 
Pengembangan 

Fasilltas Dan 
Sarpras Matra

Udara

Penlngkatan 
Profesionalisme 
Personel Matra

Udara

Penyelenggaraan 
Manajemen dan 

Operasional 
Matra Udara

2,218,411,334 3,990,780,212 1,783,173,486 37,318,132,164 2,547,180,932 3,395,442,675 440,186,959 9,721,023,192 4,340,904,781 1,982,787,856 590,944,581 5,678,079,077 ’’ 107,682,385,062

3,003,132.888 5,153,459,772 1,898,635,347 37,490,176,005 2,952,154,767 3,610,833,181 523,045,951 11,162,540,806 4,939,433,041 2,581,331,524 761.444,616 6.052,263.658 r 108,357,912,989

5,032,189,025 4,585,474,940 2,114,978,230 47,865,487,731 4,942,638,044 4,163,690,866 628,070,261 13,027,650,381 5,985,923,427 2,114,438,983 623,758,409 7,267,877,981 r 127,357,597,806
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011 - Kementerian Luar Negeri

Program

Pelayanan Umum

, 01U1.01 01L01.02 01101.14 011.0208 01103.10 011.04.06 01L05.07 01106.13 O1L07.O9 01L0812 011.09.03 01LU.U

Tahun Dukungan 
Manajctncn dan 

Pelaksanaan Tugat 
Teknis Lainnya 

Kementerian luar 
Negeri

Peningkatan Sarana 
dan Prasarana 

Aparatur 
Kementerian Uiar

Negeri

Peiaksanaan 
DIplomasI dan 

Ketjasama 
Iniemaslonal pada 
Perwakilan ftl d1 

Uiar Negeri

Pemantapan 
Hubunpn dan Polltik 

Uiar Negeri Serta 
Optima llsasi 
DIplomasI dl 

Kawasan Asia PasIflli
dan Afrika

Pemantapan 
Hubungan dan 

Polltik Uiar Negeri 
serta OptimallsasI 

OiplomasI di 
Kawasan Amerlka 

dan Eropa

Peningkatan 
Hubungan dan 

Polltik Uiar 
Negeri Melalul 

Keriasama ASEAN

Peningkatan 
Peran dan 

Kepemimpinan 
Indonesia di 

Bidang Kerja Sama 
Multilateral

OptimallsasI 
Inbrmad dan 

Diplomas! Publik

OptimallsasI 
OiplomasI Terkalt 

Dengan 
Pengelolaan 
Hukum dan 
Perjanjian 

bitemasional

Peningkatan Kualltas 
Pelayanan 

Keprotokolan dan 
Kekonsuleran

Pengawasan dan 
Peningkatan 
Akuntabllltas 

Aparatur 
Kementerian Uiar 

Negeri

Pengka]ian dan 
Pengembangan 
Kebijakan luar 

Negeri

Total

2018 4,918.776,399 1,016,908,688 577,441,000 75.220,130 52,673,535 59,830,021 787,{W6,556 104.481,322 43.232.550 136,701,366 33,109,334 38,140,641 7.844.321,542
2019 4,586,996.658 1.074,912.100 831,106,023 96.923,001 52,082,524 54,185,182 891,692,608 102,002,215 38,002,298 119,445,511 32.374,190 32,036,553 7,911,758,863
2020 5,306.319,688 1,194,912,014 811,945,121 94.041,196 63,175,622 58,534,103 827,113,498 94,910,553 42,562,988 121,660,873 35,396,133 35,436,552 8,686,008,341

059 - Kementerian Komunikasi dan Informatika

Tahun

Program

W

Ekononi Pelayanan Umum Penfidlan

059M OSSJtUQ 0S9M 05994X8 059X5.07 059X61)4 059X7.09 059.07.10 059X3X6 059X6X4

hftunfsi
Manfiaenilaii

PdabaiuanTiips
Tebslainiiyi

Kementtriaii
Kofluiiasdi)

Infomutika

Psiin^n Sarana 
ianFrasarana 

Aparatur 
toneiterian

Konwiaadan
kiionnafta

Aoiawasanilai
Penrigl3tan
Akuntabiits

Apsatur
Kementerian

KomuiAasidan
HurmatilQ

PenfelclaaiiSinrto
DayadanPetan^
Posdanbiioniiafta

Peneembanpn
ApikaalnAmtib

PEfrutengaraan
Pot dan

Inlonnatila

Pendiandan
Pei^embaip
Komieii^sidan

Informalilta

Paienbaigan
Infonnasidan

(omunkasiPubll

Akseailiitas
Teleliomunilas
danbibnasi

Per^ieloiaanSumber
DayadaiPeran^
PosdanlnAarmatilu

Pendriiandan
Penjembartpi
Kemribadan

hfnnnatia

m mm mm 22,605360 855320/81 144,971336 331930034 168,744/86 194,843360 51,614,792 4322,660373
m mm 38*^07 25W 517921667 246,765309 3,421,443,796 152344314 265,318,143 372337,883 111326315 5,380,355/88
2029 mmfi 18,638331 747365377 377,097,730 349,436367 195349386 176375/83 3,170,757357 205319336 108626389 5,610305,496
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050 - Badan Intelijen Negara 064 - Lembaga Ketahanan Nasional

Tahun

Program

Total

Ketertiban dan Keamanan
050.01.01 050.01.03 050.01.06
Dukungan 

Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya 
Intelijen Negara

Pengawasan dan 
Peningkatan 
Akuntabilitas 

Aparatur Intelijen 
Negara

Pengembangan 
Penyeltdikan, 

Pengamanan, dan 
Penggalangan 

Keamanan Negara
201S 3,634,814,229 17,200,000 1,994,200,771 5,646,215,000
2019 1,726,537,884 17,200,000 3,609,690,997 5,353,428,881
2020 813,317,137 17,200,000 2,272,000,486 3,102,517,623

Tahun

Program

Total

Pertahanan
064.01.01 064.01.03 064.01.06
Dukungan 

Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya 
Lemhannas

Pengawasan dan 
Peningkatan 

Akuntabilitas 
Aparatur Lemhanas

Pengembangan 
Ketahanan Nasional

2018 175,665,900 2,325,000 99,707,100 277,698,000
2019 137,320,648 1,789,863 62,269,275 201,379,786
2020 149,634,816 1,789,863 52,808,838 204,233,517

051 - Badan Siber dan Sandi Negara

Tahun

Program

Total

Ketertiban dan Keamanan
051.01.01 051.01.06
Dukungan 

Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya 
Badan Siber dan 

Sandi Negara

Pengembangan Siber 
dan Sandi Negara

2018 264,905,000 704,350,000 r 969,255,000
2019 289,035,813 2,019,064,282 r 2,308,100,095
2020 899,899,712 1,306,408,860 r 2,206,308,572
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052 - Dewan Ketahanan Nasional

Tahun

Program

Total

Pertahanan
052.01.01 052.01.06
Dukungan 

Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya 
Wantanas

Pengembangan 
Kebijakan Ketahanan 

Nasional

2018 32,152,600 10,237,400 42,390,000
2019 32,628,997 10,201,443 42,830,440
2020 37,038,711 9,730,484 46,769,195

117 - Lembaga Penyiaran Publik Televisi Rl

Tahun

Program

Total

Pelayanan Umum
117.01.01 117.01.06
Dukungan 

Manajemen Dan 
Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya LPP 

TVR!

Pengelolaan Dan 
Penyelenggaraan 
Siaran TV Publik

2018 235,160,235 603,736,101 838,896,336
2019 242,294,133 708,727,559 951,021,692
2020 293,630,639 1,019,556,054 1,313,186,693

116 - Lembaga Penyaran Publik Radio Rl

Tahun

Program

Total

Pelayanan Umum
116.01.01 116.01.06
Dukungan 

Manajemen Dan 
Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya 
LPPRRi

Pengelolaan Dan 
Penyelenggaraan 
Siaran TV Publik

2018 140,055,273 818,013,487 958,068,760
2019 165,710,269 828,409,842 ^ 994,120,111

2020 293,630,639 1,019,556,054 r 1,313,186,693
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KOMISI II DPR Rl

010 - Kementerian Dalam Negeri
Program

Pelavanan Umum Pendidikan
oiaoi.oi 010.02.03 010.03.11 010.04.08 010.OS.13 010.06.06 010.07.07 010.08.10 010.09.09 010.11.04 010.12.05 010.01.12

Tahun
OMkungan 

Manajemen dan 
Pelaksanaan 
TugasTeknIs 

Lainnya 
Kementerian 
Dafam Negeri

Pengawasan
Internal

Kementerian 
Dalam Negeri dan 

Pengawaaan 
Penyelenggaraan 

Pemerintahan
Dae rah

Pemblnaan
Polltikdan

Penyelenggaraan
Pemerintahan

Umum

BJnaAdmInistrasI
Kewllayahan

Bina
Pemerintahan

Desa

Blna
Pembangunan

Dae rah

BlnaOtonomi
Dae rah

Penataan
Admlnlstrasl 

Kependudukan 
dan Pencetatan 

SIpll

Pent ngkatan 
Kapasitas 
Keuangan 

Pemarintah
Dae rah

Penaiitian dan 
Pengembangan 
Kementerian 
Mam Negeri

Pengembangan 
Sumber Daya 

Man us la
Aparatur 

Pemerintahan 
Dalam Negeri

Pendidikan
Kepamengprajaan

Total

201B 406.361.764 S1.3S4.876 31.525.000 56.543.784 10.700.000 Sa 136.939 74.570.201 884.783.485 32.554.000 600 114.317 2.206.644.366
2019 439.316.444 73.785.352 237.329.445 140.323.540 227.651.971 237.309.528 86.903.286 811.277.593 75.139.543 44.363.879 198.346.269 601 223.776 3.172 970 626
2020 46a 199,585 76.737.754 245.773.691 244.534.546 260.126.498 234.210.165 90.017.364 788-412.970 80.690.866 56-862.486 209.292.675 676.436.370 3.431.294.970

056 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
Program

Perlindungan Ungkungan HIdup

056.0L01 Q56.0L02 0S6.OL13 056.02.03 (S6.03.06 056.04.07 056.05.08 056.06.09 056.07.10 056.08.11 (S6.09.12

Tahun

Dukungan 
Manajemen dan 

Pelaksanaan 
TugasTeknis 

Lainnya
Kementerian ATR 

/BPN

Peningkatan
Saranadan
Prasarana
Aparatur

Kementerian
ATR/BPN

Pengetoiaan
Pertanahan

Daerah

Pengawasan dan 
Peningkatan 
Akuntabilitas

Aparatur
Kementerian

ATR/BPN

PerencanaanTata
Ruangdan 

Pemanfaatan
Ruang

Pengembangan
(nfrastruktur
Keagrariaan

Penataan
Hubungan

Hukum
Keagrariaan

Penataan
Agraria

Pengadaan
Tanah

Pengendailan 
Pemanfaatan 

Ruang dan 
Penguasaan 

Tanah

Penanganan 
Masaiah Agraria 
dan Tata Ruang

Total

2018 3.913.965.567 272.071.195 4.078.287.674 13.314.061 220.906.151 309.874.469 32.278.360 21.149.080 13.169.583 177.447.968 13.417.378 9.065.881.486
2019 4.023.349.827 347.13L180 4.420.159.150 15.848.655 220.906.151 384.393.813 32.278.360 21.149,080 13.169.583 177.447.968 13.417.378 9.669.251.145
2020 4.483.019.465 248.312.674 4.511.019.177 25.000.000 230.088.297 323.320.340 34.050.738 23.459.405 16.598.779 183.797.826 18.312.534 10.096.979.235
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007- Kementerian Sekretariat Negara Rl

Tahun

Program

Total

Pelayanan Umum

007.0L01 007.01.06 007.03.01 007.04.01 007.04.06 007.05.01 007.05.06 007.06.01 007.07.01

Dukungan 
Manajemen dan 

Pelaksanaan 
Tugas Tekrtis 

Lainnya 
Kementerian 
Luar Negeii

Peningkatan 
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

Kementerian Luar 
Negeri

Pelaksanaan 
Diplomas! dan 

Kerjasama 
Intemasional 

pada Perwakilan 
Rl di Luar Negeri

Pemantapan 
Hubungan dan 

Politik Luar Negeri 
Serta Optimalisasi 

Diplomas! di 
Kawasan Asia

Pasifik dan Afrika

Pemantapan 
Hubungan dan 

Politik Luar Negeri 
serta Optimalisasi 

Diplomas! di 
Kawasan Amerika 

dan Eropa

Peningkatan 
Hubungan dan

Politik Luar 
Negeri Melalui 

Kerjasama
ASEAN

Peningkatan 
Peran dan

Kepemimplna
n Indonesia di 
Bidang Kerja

Sama
Multilateral

Optimalisasi 
Informasi dan 

Diplomas! 
Publik

Optimalisasi 
DiplomasI 

Terkait Dengan 
Pengelolaan 
Hukum dan
Perjanjian

Intemasional

2018 1.084.S52.737 16.770.090 369.800.000 128.244.210 3.555.790 6.600.000 28.400.000 41.000.000 40.000.000 1.718.922.827

2019 1.237.597.469 10.152.606 361.931.700 104.646.971 2.581.434 6.005.012 24.965.764 40.091.069 36.396.300 1.824.368.325

2020 1.160.519.385 8.530.995 451.197.546 144.663.761 52.963.493 6.263.370 24.955.844 75.719.012 32.850.870 1.957.664.276

048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Tahun

Program

Total

Pelayanan Umum
048.01.01 048.01.06 048.01.07
Dukungan 

Manajemen dan 
Pelaksanaan 
Tugas Teknis 

Lainnya
Kementerian
PAN dan RB

Pendayagunaan 
Aparatur Negara
dan Reformasi

Birokrasi

Pengawasan
Pelaksanaan

Sistem Merit ASN 
(KASN)

2018 145.835.311 184.831.089 26.700.000 357.366.400
2019 142.746.743 157.609.364 22.979.780 323.335.887
2020 168.862.184 116.373.008 19.075.006 304.310.198
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076 - Komisi Pemiiihan Umum (KPU) 088 - Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Tahun

Program

Total

Pelayanan Umum
076.01.01 076.01.02 076.01.06

Dukungan 
Manajemen dan 

Peiaksanaan 
Tugas Teknis 
Lainnya KPU

Peningkatan 
Sarana dan
Prasarana

Aparatur KPU

Penguatan 
Kelembagaan 

Demokrasi dan
Perbaikan Proses

Politik

2018 10.531.467.027 20.400.800 1.956.782.437 12.508.650.26
2019 15.107.204.670 2.996.934.400 18.104.139.07
2020 2.078.104.195 81.407.400 2.159.511.59

Tahun

Program

Total

Pelayanan Umum
088.01.01 088.01.02 088.01.06
Dukungan 

Manajemen dan 
Peiaksanaan 
Tugas Teknis 
Lainnya BKN

Peningkatan 
Sarana dan
Prasarana

Aparatur BKN

Penyelenggaraan
Manajemen

Kepegawaian
Negara

2018 450.467.210 55.540.540 148.918.661 654.926.411
2019 471.318.960 41.231.040 112.594.810 625.144.810
2020 499.838.944 41.049.125 101.971.516 642.859.585

115- Badan Pengawas Pemiiihan Umum (Bawaslu)
086 - Lembaga Administrasi Negara (LAN)

Tahun

Program

Total

Pelayanan Umum
115.01.01 115.01.06

Dukungan 
Manajemen dan 

Peiaksanaan 
Tugas Teknis 

Lainnya Bawaslu

Pengawasan
Penyelenggaraan

Pemllu

2018 244.353.817 5.323.841.647 5.568.195.464
2019 240.713.480 8.388.020.423 8.628.733.903
2020 184.075.278 2.779.687.325 2.963.762.603

Program
Pelayanan Umum Pendidikan

086.0L01 086.01.02 086.0106 086.01.06

Tahun Dukungan 
Manajemen dan 

Peiaksanaan 
Tugas Teknis 
Lainnya LAN

Peningkatan Pengkajian Pengkajian Total
Sarana dan Administrasi Administrasi
Prasarana Negara dan Diklat Negara dan Diklat

Aparatur LAN Aparatur Negara Aparatur Negara

2018 188.263.930 8.350.000 71.933.886 23.343.696 291 891.512
2019 225.974.449 11670.000 56.711009 24.983.257 319.338.715
2020 243.101.950 20.206.672 52.314.091 23.109.423 338.732.136

77



110 - Ombudsman Rl 087 - Arsip Nasional Republik Indonesia

Tahun

Program

Total

Pelayanan Umum
110.01.01 110.01.06
Dukungan 

Manajemen dan 
Pelaksanaan 
TugasTeknis 

Lainnya 
Ombudsman 

Republik 
Indonesia

Pengawasan 
Pelayanan Publik

2018 107.634.856 40.490.150 148.125.006
2019 109.068.755 41.650.000 150.718.755
2020 130.552.252 35.756.900 ^ 166.309.152

Tahun

Program

Total

Pelayanan Umum
088.01.01 088.01.02 088.01.06
Dukungan 

Manajemen dan
Pelaksanaan 
TugasTeknis 
Lainnya BKN

Peningkatan 
Sarana dan
Prasarana

Aparatur BKN

Penyelenggaraan
Manajemen

Kepegawaian
Negara

2018 450.467.210 55.540.540 148.918.661 654.926.411
2019 471.318.960 41.231.040 112.594.810 625.144.810
2020 499.838.944 41,049.125 101.971.516 642.859.585

111 - Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)

Tahun

Program

Total

Pelayanan Umum
111.01.01 111.01.06
Dukungan 

Manajemen dan 
Pelaksanaan 
TugasTeknis 
Lainnya BNPP

Pengelolaan Batas 
Wilayah Negara 

dan Kawasan
Perbatasan

2018 108.455.000 95.087.280 203.542.280

2019 133.608.340 60.360.000 193.968.340
2020 186.174.974 59.523.000 245.697.974
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KOMISI III DPR Rl

013 - Kementerlan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tahun

Program

Total

Ketertibsn dan Keamanan Pendidikan

OllOlAl 013.0203 013.03.07 013OSO8 013.0640 013.07D9 01308.06 0130941 01340.12 0134104 013.1205 01342.0S
Dukungan 

Manxmen dan 
PelaksanaanTugas 

Teknis Lainnya 
Kementerlan Hukum

dan HAM

Pengawasan dan 
Peningkatan 
Akuntabilitas 

Aparatur
Kementerlan Hukum

dan HAM

Admlnistr^l Hukum
Ihnum

Pemblnaan dan 
Penyelenggaraan 
Pemasyarakatan

Peningkatan 
Pelayanan dan 

Penegakan Hukum 
Kelmigraslan

Pemblnaan/Penyelen
ggaraanXekayaan

bitelektual
Pembentukan Hukum Pemajuai HAM Pemblnaan Hukum

Nasional

Penelltlan dan 
Pengembangan 

Kementerlan Hukum
dan HAM

Pendidikan dan 
Pelatihan Aparatur 

Kementerlan Hukum
dan HAM

Pendidikan dan 
Pelatihan Aparatur 

Kementerlan Hukum
dan HAM

2018 2.761.179.680 32.223.447 680.307.515 4.263,913,635 2.257.320,972 193.723.991 41.419.507 34.283.683 108.570-670 29.900.158 141.167,800 47,399.185 10.591,410,243
2019 3.632.819.705 34.287,514 733.985.545 5.881088,841 2.421072257 274.606.452 41.974,869 35.207.054 103.026.602 29.704,002 72.337.706 44,761.319 ' 13.305,871.866
2020 d.279.294.B02 42.528.310 658.732,959 5.454.896,323 2.255.838.024 217.241.005 45.976,388 46,126.378 109.639.168 40.400.863 395.181.319 60,598.184 13.606,453.723

060 - Kepolisian Negara Rl

Anggaran Menurut Fungsi dan Kode Program
XetertibandanKeamBnan

Tahun
0600101 0600102 060.0103 060.0104 0600105 060.0106 06001.07 06001.0S 06001.09 06001.10 060.0U1 06001.12 06001.13

TotalDuloingan
Manajemendan

PebloanaaflTugai
TsImLainiiYaPoIri

PeninglataflSaratia 
danPma 
Aparatur Poiri

Pen^asandan 
PeningiQtan 

Akuntabiai Aparatur 
Poiri

Penaitiandafl 
Pengembangan Poiri

Pendidilandan 
latiban Aparatur Poiri

Pemberdayaai)
StimberDayaManutia

Poiri

Pengembangan
StrategiKeamanan

danKetertiban

KerjasamaKeamanan
danKetertiban

Pemberdayaan 
Potent! Xeamanan

Pemelaraan
Keamanandan

Ketertdun
Masyarakat

Penyefidilendan
Penyidilianlindak

Pidana

Penanggulangan
Gai^anKeamanan

DalamNegeri
Berl3ds%i

Pengembangan
HuloimKepolsian

201S 38.438,621883 34,888,515,079 49L532.849 17,686.600 L455.712M9 457,244.406 1,738,485.763 161060,320 2293,515,670 9.450.576.040 3.520.434.151 3.084.752.458 33.332.524 ^ 95.032469,792

2019 32.900.882.093 23.783.42Z962 521410,600 27.383,118 1468.532938 544,234,278 1.780.97L992 152819.755 1280,492923 12.054.170.612 3,798.037.233 2828,342931 47,099.806 r 86.187.802241

2020 18.269,290.968 521832245 27,692.714 1626.083,284 565.458.307 1.788.186,081 162574.676 2109,648.797 10.467.102.613 4.470,352574 3.079,(09.488 107,620.072 90,322223,353
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006 - Kejaksaan Republik Indonesia

Tahun

Program

Total

Ketertiban dan Keamanan

006.01.01 006.01.02 006.01.03 006.01.05 006.01.06 006.01.07 006.01.08 006.01.09

Dukungan 
Manajemendan 

Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya 

Kejaksaan Rl

Peningkatan Sarana 
dan Prasarana 

Aparatur Kejaksaan Rl

Pengawasan dan 
Peningkatan 

Akuntabllitas Aparatur 
Kejaksaan Rl

Pendidikan dan 
Pelatihan Aparatur 

Kejaksaan

Penyelidikan/Pengam 
anan/Penggalangan 

Permasalahan Hukum 
di Bidang 

IPOLEKSOSBUD
Hukum dan Hankam

Penanpnandan 
Penyelesaian Perkara 

Pidana Umum

Penanganan dan 
Penyelesaian Perkara 

Pidana Khusus, 
Pelanggaran Ham 
yang Berat dan 

Perkara Tindak Pidana
Korupsi

Penanganan dan 
Penyelesaian Perkara 

Perdata dan Tata 
Usaha Negara

2018 3.758.207.918 1.414.816.814 25.679.551 98,259.268 124,390.555 642.395.809 300.388.029 22.467.731 ' 6.386.605.675

2019 3.701.339.140 1.764.872.381 31.882.486 114.232.744 100.860.586 385.717.451 229.764.612 17.602.582 ’ 6.346.271.982

2020 4.667.313.067 1.373.622.732 22.771.629 202,923.748 115.373.167 255.461.848 147.245.264 12.794.340 ' 6.797.505.795

005 - Mahkamah Agung

Tahun

Program

Total

Ketertiban dan Keamanan
005.01.01 005.01.02 005.02.06 005.03.07 005.04.08 005.05.09 005.06.05 005.07.03

Dukungan 
Manajemendan 

Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung

Peningkatan 
Sarana dan

Prasarana Aparatur 
Mahkamah Agung

Penyelesaian Perkara 
Mahkamah Agung

Peningkatan 
Manajemen 

Peradilan Umum

Peningkatan 
Manajemen 

Peradilan Agama

Peningkatan
Manajemen

Peradilan Militer
dan Tata Usaha 
Negara (TUN)

Pendidikan dan 
Pelatihan Aparatur 
Mahkamah Agung

Pengawasan dan 
Peningkatan 
Akuntabllitas

Aparatur
Mahkamah Agung

Rl
2018 7.132.236.001 584.448.358 157.270.100 152.581.761 71.643.906 23.708.288 107.622.532 32.589.054 ^ 8.262.100.000

2019 7.159.572.934 481.321.500 157.669.197 139.915.933 70,627,868 23.717,231 210.090.513 33.552.299 ^ 8.276.467.475
2020 8.723.644.945 1.226.107.296 172.033.639 148.038.623 85.807.448 28.551.651 173.471.039 40.273.336 r 10.597.927.977
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093 - Komisi Pemberantasan Korupsi 001 - Majeiis Permusyawaratan Rakyat

Tahun

Program

Total

Ketertiban dan Keamanan
093.01.01 093.01.06

Dukungan 
Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya KPK

Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi

2018 539.934.800 250.234.748 790.169.548
2019 603.809.374 209.639.891 813.449.265
2020 721.281.521 201.293.735 922.575.256

Tahun

Program

Total

Pelayanan Umum
001.01.01 001.01.02 O0LO2.O6
Dukungan 

Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya
MPR

Peningkatan 
Sarana dan
Prasarana

Pelaksanaan Tugas 
Konstitusional
MPR dan A!at 

Kelengkapannya

2018 157.180.219 - 795.622.795 952.803.014
2019 165.540.373 - 792.856.882 958.397.255
2020 148.263.800 - 455.406.469 603.670.269

074 - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 095 - Dewan Perwakilan Daerah

Tahun

Program

Total

Ketertiban dan Keamanan
074.01.01 074.01.06

Dukungan 
Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya 
Komnas HAM

Peningkatan 
Pemajuan dan 

Penegakan HAM

2018 61.909.050 24.772.950 86.682.000
2019 48.845.602 36.949.306 85.794.908
2020 64.985.421 39.073.511 104.058.932

Tahun

Program

Total

Pelayanan Umum
095.01.01 095.01.02 095.02.06
Dukungan 

Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya DPD 

Rl

Peningkatan 
Sarana dan
Prasarana

Penguatan 
Kelembagaan DPD

Rl DalamSistem
Demokrasi

2018 230.297.694 - 852.095.246 1.082.392.940
2019 262.857.742 - 824.260.283 1.087.118.025
2020 216.432.388 - 715.581.641 932.014.029

81



077 - Mahkamah Konstitusi 078 - Pusat Pelaporan dan Analisis Transakst Keuangan

Tahun

Program

Total

Ketertiban dan Keamanan
077.0L01 077.01.02 077.01.06 077.01.07

Dukungan 
Manajemendan 

Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya

Mahkamah
Konstitusi Rl

Peningkatan
Saranadan

Prasarana Aparatur
Mahkamah

Konstitusi Rl

Penanganan Perkara 
Konstitusi

Peningkatan 
Pemahaman Hak
Konstitusional 
Wa^ga Negara

2018 145.405.117 12.984.975 137,772.450 24.987.000 321.149.542
2019 162.670.897 10.623.581 336.280.945 30.069.978 539.645.401
2020 150.744.401 - 95.471.441 - 246.215.842

Program
Pelayanan Umum

078.01.01 078.01.02 078.01.06

Tahun Dukungan 
Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya 

PPATK

Peningkatan 
Sarana dan
Prasarana

Pencegahan dan 
Pemberantasan
Tindak Pidana 

Pencucian Uang 
(TPPU) dan 

Pendanaan Terorisme

Total

2018 80.704.000 - 50.300.000 131.004.000
2019 85.990.159 - 94.372.064 180.362.223
2020 111.108.678 - 89.432.736 200.541.414

100 - Komisi Yudisial 007 - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Tahun

Program

Total

Ketertiban dan Keamanan
100.0L01 100.01.02 100.01.06

Dukungan 
Manajemendan 

Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya 
Komisi Yudisial

Peningkatan
Saranadan
Prasarana

Rekrutmen, 
Peningkatan 

Kapasitas, Advokasi, 
Pengawasan Perilaku 

Hakim Agung dan
Hakim

2018 79.991.739 - 34.868.863 114.860.602

2019 92.048.837 - 31.961.640 124.010.477

2020 87.290.712 - 15.184.828 102.475.540

Tahun

Program

Total

Pelayanan Umum
007.09.01
Dukungan 

Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya 
Kementerian 

Sekretariat Negara
2018 80.000.000 80.000.000

2019 65.064.838 65.064.838

2020 54.558.755 54.558.755
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066 - Badan Narkotika Nasional

Tahun

Program

Total

Ketertiban dan Keamanan
066.01.01 066.01.06

Dukungan 
Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya

BNN

Pencegahan dan 
Pemberantasan 
Penyalahgunaan 
dan Peredaran 
Gelap Narkoba 

(P4GN)
2018 1.009.961.399 722.071.875 1.732.033.274
2019 947.509.236 561.868.892 1.509.378.128
2020 1.029.028.993 601.721.027 1.630.750.020

113 - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Tahun

Program

Total

Ketertiban dan
Keamanan

113.01.06
Penanggulangan

Terorisme

2018 505.586.324 505.586.324
2019 699.598.337 699.598.337
2020 516.942.029 516.942.029
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KOMISIIV DPR Rl
018 - Kementerian Pertanian

Tahun

Program

Total

Ekonoffli Pendidikan
018i)1.01 OIS.02.03 018.03.06 018.0407 0180508 018.06.09 018.08.11 01809.12 018.10.13 018.11.14 018^2.15 018.1016
Dukungxi 

Manxmen dan 
Pel^naanTi^ 

Teknislannya 
Kamentenw

Pertaniai

Per^asan dan 
Penlr^an 
Atcuntabilitas

Aparatur
Kementerian

Pertano)

Penin^w
Produks,

Produktivitasdan
Mutu HasilTanaman 

Pangsi

PeningkatanProduksi
danNilarTambah

Hortikultura

Peningkatan Produks 
Komoditas

Perkebunan
Sericelaijutan

Pemenuhan Pangan 
AsalTemakdan 

i^ibbnisPetem^ 
ftakyat

Peityediaandan
Pengembaigan

PrasaranadanSarana
Pertanian

PendptaanTeknologi 
dan Inovas) Pertanian

Bio-Industri
Berkelanjutan

Peningkatvi 
Penyuliihsidan 

Pelatihan Pertanian

Peningkatan
Dive rsifikasi dan 

Ketahanan Pangan 
Masyarakat

Penin^Btan Kuditas 
Pengkarantinaan 

Pertanian dan
Pengawasan 

Keamanan Hayati

Pendidikan Pertanian

2018 1.492.092.430 97.134.000 6.486.964.351 1.355.960.980 1,631801.109 2.087.023.491 6.030.828.749 2.084.560.880 847.149.323 527.61ZOOO 773,184,990 406.450.000 ' 23.820.762.303

2019 1.434.152.891 94.408.464 6.010.019,254 l.OW.378.419 1114,218.315 2.073.121296 4.927.538,742 1865,476,595 907.598.560 678.688.925 852.815.222 68a 100,000 ' 21686.516.683

2020 1.861679.046 90,328.5% 5.962.808.824 1.082.601.627 1.525.816,437 2.022.297.255 3.403.898.216 1.790,970,429 944,461637 663,563,546 1.025.728.419 681,155.494 ' 21.055,309,526

032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tahun

Program

Total

Ekonotni
Perlindungan

LingkunganHidup
Pendidikan

032.01.01 032.02.03 032.03.06 mmi 032.05.10 032.06.08 032.07.09 032121)5 0311311 032.07.09 032.121)5

Dukungan
Manajemendan

PelaksanaaflTugas
TeknislainnyaKKP

Pengawasan dan 
Peningkatan 
Akuntabilitas
Aparatur KKP

Pengelolaan
Perikan^Tangkap

Pengelolaan 
Perikanan Budidaya

Pengawasan 
Pengelolaan Sumber 
Oaya Kelautan dan 

Perikanan

PenguatanDayaSaing 
Produk Kelautan dan

Perikanan

Pengelolaan Ruang 
taut

RIset dan Sumber 
DayaManusia 
Kelautan dan

Perikanan

Karantinalkan, 
Pengendalian Mutu 
dan Keamanan Hasil

Perikanan

Pengelolaan Ruang 
Laut

Riset dan Sumber 
DayaManusia 
Kelautan dan

Perikanan

2018 423.513.361 73.117.458 L264.959.688 944.857.746 8E454.764 785.X3.713 496.621318 1235,978,817 529.775.744 170.300.000 550.000.000 7.287.582,609
2019 523.438.939 73.381.988 619.122.765 656.379,044 646.521.072 361218.547 3817E829 1160,983,764 529.720.397 54,535.933 474.997.491 ’ 5.483.013.769

2020 523.623.761 77.267.955 726,554.240 739.571614 1061575,107 366,017.696 380.620.023 1277,343,209 601075.586 127.230.000 590.873.348 ’ 6.472.753,539
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029 - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pfopam
Binm P(rhfunpriljr{luipnlfi^ Ptiddiai

929 JM 0299203 025M 9299909 0299294 0299U0 0299492 0299492 0299998 0299999 0299810 089991 08J0J2 0299U3 081214 0S131S 089810

Tafiun
MarajeiiKflilai

PeblanaanTu^
TebiElimys

biKfilenaAlll

Ptifiwasanilii
Penif^
Ahitaliiitis

ilparatiiiSdjni
iflgbinginliijifijar

bhutsnan

PtopIcfanHutii
ProdulsUstaiDsr
Ushbhutnr

PI»olo(iiiaiTiti
lin^

Peitellisndai
Pjnpmharpn

Lii0ui|anl9dif(lsi
bhutsn

Prai^
Penyubhandai

PengembarplDM

PengendafanDASibr
Hi^ailniynj

Pei^ndaSaiDAS
danHutifllifliiui^

biseivsSuinlKi
DjyiiUiiiidvi

DffiElein

Plaidi^dailila
lir^

Pttv^xi
Pei)|uluhaniliii

Pei^irtBnpn9DM

Peitn^v
Per6ut»i9oul
danbiritran

linjhfipi

P{it^ Hulun 
Lii^nKdup 
danK^utansfl

Pei^ndj&n
Pen/bahuHim

Pen^lobanSanpali,
limbabdaiiU

Peiieiidiai
PeKeiraraiilv

bnisabfl
Ifftmjw

Ptrioglatv
PenyiManiSar

Pr^inbanpflSlM

Total

18 5mi56 fe990.2C W.691S LU6.I39.2ti Mwm 46226® 51521634 1026901518 101159356 12.121224 56352.80) 416.04325 321E06381 120,439,911 228.630182 2S.3S.846 223.838723 80S.646.S2
19 mm mm ECI&339 ti9,5l3.{tB 2211854.125 3a31il81 351Z9U620 L5S9S02S a42141? 40.843,634 450.556.38) 443.634341 29?.0S.e mm 538,294,191 E682.130 9.026421682
10 591M666 mB E7S18H mB 393.811245 31126520 1299316214 108.226996 19,942,858 52,211225 458.629.20) 468.290.721 3B.22101 361844,139 620,462,258 250,545,294 9.319.325.816
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KOMISI V DPR Rl
033 - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ji\m

Pfopjm

Total

ODiiOi PeruBiiianOaAfs&zUinia PeDddao

IBSIill 033M OUIZB 0130401 0330507 03300JD 013JKI5 OmiJH 033J1OC K3J413 033 1514 omsie 0330507 [S30711 0330012 1831610 0330507 001306 001514

Diiu^
Mn^enDan

Pel9lsDafili|3s
Tebslanra

teefisflPyW

dnPnsnu
Apantuf

KeiKinerenPUR

PenpnaoSae

Ahntils

brndtraiPUPil

PeiqelerearaM
lafaD

^nlnOii
Pen^^itbai^
tMliir
PsmIiMn

PeifebbiStmber
DayaAi

Pen^nOabilnpur
Siteijo

hndliaiDii
Penpbaii|aii

tarianPyPO

Pemlwaii
tala

Pef|?mlafpfi
toktiifWfi*

Peip barp 
5ii6eD!|B

Manus

Pen^mbanpn
Pemb'eyaan
Hrztrub

’ab^Uniiiiiiian
Peninialian

PenbnaanOn
Pefmbanpn
iMtir
Ptraiiinan

PHieiDbanpn
Pm^

Penpmbaip
PHnbiayaaii
Penmaban

Pei^mbarp!
Panito|3ai
liMtir

Palaptalan
Perioialian

Pentbfiaandan
Peipbaipi
bM!in
Paimubfnan

Panlfiaan
tada

Peifeinbap
SuntberDaya

Manus

m 11193 M89S,M 19)4960 416BM9S i,174B 36,1,451516 4(6.098(125 611986^ 338716,396 348359,(63 495(64.373 15.^,928321 9,03.756.042 26163840 107.386317,301

m mE WM 99.5J1M mim 173,958,695 39,301515171 4250(0,010 540.907.(03 mm M.m 39890.199 13.437,339.0K 7,819.665,07 261939.00} 5534,001(110 - 110,731599,735

m Mm wm 11UW.33! 4195011117 43,691739,141 281486,694 451111414 629,44141( 199.395.iffl 4415(8.817 151 221494 17,591 951244 8 484,124,257 1551524 mm 96067,(60 816811075 120.217.535.952

067 - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Tahun

Program

Total

Perumahan dan Fasilitas Umum Pendklikan

067.02^3 067^)3.06 067.04.07 067.05.08 067.06.09 067J)710 067.08.11 067.10.01 067.09D4

Pengawasan dan 
Peningkatan 
Akuntabllitas 

Aparatur
Kementerian Desa, 

PDT, dan Transmigrasi

Pembangunai dan 
Pemberdayaw 

Masyarakat Desa

Pembangunan 
Kawasan Perdesaan

Pengembangan 
Daerah Tertentu

Pembangunan Daerah 
Tertinggal

Penyiapan Kawasan 
dan Pembangunan 

Permukiman 
Transmigrasi

Pembangunan Dan 
Pengembangan 

Kawasan Transmigrasi

Dukungan 
Manajemen dan 

TugasTeknis Lannya 
Kementerian Desa, 

PDT dan Transmigrasi

Penelitian dan 
Pengembangan, 
Pendidikan dan
Pelatihan serta

Infnmasi

2018 57.060.378 2.822.670.394 332.081.502 262.792.792 320.060.761 391.254.350 400,000.000 278.775.543 280.557.341 ^ 5.145.253.061

2019 57.047.436 2.175.B3.778 315.277.856 215.470.572 280.858.139 390.118.518 403.257.449 254.439.343 234.020,013 ^ 4.325.623.104
2020 51.396.100 2.042.663.767 121.518.278 115.732.573 138,110.182 347,728.971 238,036,385 212.198.626 230.420.013 1 3.497.804.895
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022 - Kementerian Perhubungan

Tahun

Program

Total

Ekonomi Pendidikan Pelayanan Umum

022.01^)1 022.02.03 022.03.06 022.04D8 022i)5i)9 022.08.07 022.11.04 022.13.10 022.12D5 022.13.10

Dukungan 
Manajemen dan 

Pelakunaan Tugas 
Teknis Lainnya 
Kementerisi 
Perhubungan

Pengawasan dan 
Peningkatan 
Akuntabiirtas

Aparatur
Kementerian
Perhubungai

Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan 

Transportasi Darat

Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan 
Transportasi Laut

Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan 

Transportasi Udara

Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan 

Transportasi 
Perkeretaapian

Penelitian dan 
Pengembangan 
Kementerian 
Perhubungan

Pengelolaan
Tran^ortasi
Jabodetabek

Pengembangan
SumberOaya

Manusia
Perhubungan

Pengelolaan
Transportasi
Jabodetabek

2018 580.135,964 106.110.822 4.582,007.686 11.600.486.955 9,162.040.051 17.296.256.780 143.830.906 204.744.255 4.527.496.007 - 48.203.109,426

2019 701.230.745 107.671.530 4.0B.041.163 10.311.153.289 7.194.866.668 15.167.603,688 138.253.242 108.160.645 3.758.406.165 54.529.919 41.554.917.054

2020 699.317.971 114.612.440 5.466.271.800 10.893,672.747 8.150,398.295 12.608.709.953 206.644.647 606,587.093 3.924.196.293 - 42.670.411.239

075- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Tahun

Program

Total

Ekonomi
075.01.01 075.01.06

Dukungan 
Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya BMKG

Pengembangan dan 
Pembinaan 

Meteorologi, 
Klimatologi dan 

Geofisika
2018 532.180.922 1.170.732.040 1.702.912.962

2019 355.341.015 1.398.887.180 1.754.228.195

2020 377.635.616 2.678.624.316 3.056.259.932
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107 - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)

Tahun

Program

Total

Ekonomi
107.01.01 107.01.02 107.01.06
Dukungan 

Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya Badan 
SAR Nasional

Peningkatan Sarana 
dan Prasarana 

Aparatur Badan SAR 
Nasional

Pengelolaan 
Pencarian, 

Pertolongan, dan 
Penyelamatan

2018 569.717.524 160.018.870 1.505.363.166 2.235.099.560
2019 564.013.719 145.095.797 1.277.787.010 1.986.896.526
2020 602.764.844 145.095.797 1.505.787.010 2.253.647.651

109 - Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS)

Tahun

Program

Total

Ekonomi
109.01.01 109.01.06
Dukungan 

Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya BPWS

Perce patan 
Pengembangan 

Wilayah Suramadu

2018 29.390.766 213.088.618 242.479.384
2019 27.294.745 190.936.700 218.231.445
2020 27.455.099 188.466.404 215.921.503
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KOMISl VI DPR Rl
019 - Kementerian Perindustrian

Tahun

Program

Total

Bononi Pendiofl

019.0101 0190207 0190100 0190408 0190909 0190(01 019O7J2 0190610 0190941 0190101 0190207 0190100 0190400 0190909 0190712 0190911 0191011
Pei^mbapSOM

Mustridai
Oubigan

hbnajeniefl
Kemcfilfriafi
Periniujtriati

hmniiulianda)
Pti^ntogaA
Mctriieriw

Agro

9enfflbuhan4an 
Ptflgmbaip 
hdiStriHfliia, 

relate daiiAnela

PmSihandan
Pei^banpn
Mustnlcfarii,

Mesin,iU3t
T;a<isportasldan

GtUrodta

Pntinbuhandart
Pti^banpi
MustriKeddai

h4ew^

hnpuagndaR
Pnngiatan
Alo^ta6£t£

Aparati;
XeiDenteriai
PerMustrian

IdnOofidsi 
Keb^akan M

Ptrapaan
Pemcbnitlan

PmerAaan
Pemban^

hdustrl

Ptnrilb^
Ketahanandan

P^gembaifaflAbes
bidustrilnttfiianMal

PengeflibanganlDM
Mustridan
Dittajp

Manajenen
t«inenterian
Perindustrian

Peounbidiandafi
Pengniban§an
PMSerbaz

Penunbsdiandan
Penpnbar^
IndustriKiiiiia,

fannasi,danTelstiI

Ptnurnbuhandar
Peflientofan
bdustrilopm,

Me»,Alat
TransjMrtasldan

Bektronto

Penunbuliandan
Penjendiaipn

MifiriKecOdan
Menengah

Petifembanpn
Teknolofidai

Kebpkanlndistri

Peiii^
btarianandan

PengembanganAkses
hdustrilnlefliasiiHial

PetfenibangaA
SunbefOafa

Manusiaindustri

M 3226£d611 124.9M.753 126141010 124.9W.050 369.897.840 43616.390 709.671398 195,297.671 54.638,270 756056221 2505.187.593

m 241689.149 mm 69,726482 57.934,840 89.965.641 46449.543 589.384644 75.379.658 33.600.000 53351800 68796.260 289.844.92C 66.105.091 44.000.0)[^ 1786061710 3i89.324.555

m 26am373 U2.653.3S4 124,150,095 127,731100 366.079,829 46144,(SO 694,930381 148183224 1(64,0211(8 2952007,554

090 - Kementerian Perdagangan

Tahun

Program

Total

Qconomi Pendidikan

090J11.01 090.01.02 090.02.09 090.03H7 090D4.08 090.05.03 090.06H6 090.07.10 090D8D4 090.09.11 090.01D1
Dukungan 

Manajemen dan 
PelaksanaanTugas 

Teknts Lainnya 
Kementerian
Perdagangan

PeningkatanSaraia 
dan Prasarana 

Aparatur
Kementerian
Perdagangan

Pengembangan 
Perdc^ngan Dalam 

Negeri

Peningkatan 
Perdagangan Luar 

Negeri

Perundingan
Perd^ngan
Internasional

Pengawasan dan 
Peningkatan 
Akuntabilitas 

Aparatur 
Kementerian
Perdagangan

Pengembangan
BcsporNasional

Perd^gan
BerjangkaKomoditi

Pengkajian dan 
Pengembangan 

Perdagangan

Perlindungan
KonsumendanTertib

Niaga

Dukungan 
Manajemen dan 

PelaksanaanTugas 
Teknis Lainnya 
Kementerian
Perdagatgan

2018 662.030.123 58.500,000 1.982.444.315 150.000,000 148.887.001 44.500.000 155.463.929 70.426.317 37.256.324 225.000.000 - 3.534.508.009

2019 756,788.435 87.456.466 1.553.209.890 148.617.706 152.200.926 48.000.000 161.752.534 72.000.000 40.000.000 267.196.396 6.500.000 f 3.293.722.353

2020 871,398.184 339.595,926 L105.756.514 188.485.440 183.168.582 54.795.599 345.021.612 84.075.529 52.167.520 346.172.995 6.500.000 r 3.577.137.901
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044- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Tahun

Program

Total

Ekonomi Pendidikan
044.01.01 044.01.02 044.01.06 044.01.07 044.01.08 044.01.06
Dukungan 

Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya 
Kementerian 

Koperasi dan UKM

Peningkatan Sarana 
dan Prasarana

Aparatur 
Kementerian 

Koperasi dan UKM

Peningkatan Daya 
Saing UMKM dan 

Koperasi

Penguatan
Kelembagaan

Koperasi

Peningkatan 
Penghidupan 
Berkelanjutan 

Berbasis Usaha Mikro

Peningkatan Daya 
Saing UMKM dan 

Koperasi

2018 209.084.738 81.265.500 413.228.147 42.916.289 83.043.710 115.000.000 944.538.384
2019 210.654.317 87.765.540 432.914.911 26.425.000 86.039.385 117.633.032 961.432.185
2020 216.954.769 95.480.780 429.376.868 26.925.000 85.999.785 117.600.000 972.337.202

041 - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Tahun

Program

Total

Ekonomi

041,01.01 041.01.06

Dukungan 
Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya 

Kementerian BUMN

Pembinaan BUMN

2018 186.184.970 60.856.785 247.041.755
2019 140.053.745 68.216.157 208.269.902
2020 259.435.066 86.397.641 345.832.707
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112 - Badan Pengusahaan Kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Tahun

Program

Total

Ekonomi

112.01.01 112.01.06
Dukungan 

Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya BP- 

Batam

Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan 
Kawasan PBPB-

Batam

2018 902.401.367 1.143.758.166 2.046.159.533
2019 793.055.046 1.027.835.917 1.820.890.963
2020 919.120.661 1.307.764.343 2.226.885.004

118 - Badan Pengusahaan Kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

Tahun

Program

Total

Ekonomi
118.01.01 118.01.06
Dukungan 

Manajemen Dan 
Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya Badan 
Pengusahaan 

Kawasan Sabang 
(BPKS)

Perencanaan, 
Pengelolaan Dan 
Penyelenggaraan 
Kawasan Sabang

2018 45.003.758 179.860.262 224.864.020
2019 38.634.062 182.795.771 221.429.833
2020 40.719.605 103.838.884 144.558.489
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KOMISI VII DPR Rl
020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Program
Otonomi Peni&Skan

0204101 020.0142 0204243 0204446 0204S47 0204648 02047.11 020i!44 020J245 020J349 020.14.10 0201512 020J245

Tahun Dufcunpn 
Manajetnen dan 

PelaksmanTugas 
TeknisLannya 
Kementerian

Peningkatan Sarana 
d«i Prasarana

Aparatur
Kementerian ESOM

Penpwaundan
Peningkatan
AkurrtabSte

Aparatur
Kementerian ESDM

Pengeloiaan dan 
Penyedian Mnyak 

dan Gas Bumi

Pengeloiaan
KetenagalistrOon

Pembtnaandan 
Pengusahaan Mineral 

danSatubara

Oukungsi 
Manajemendan 

PeiaksanaanTugas 
TeknisLainnya Dewan 

Energi Nasional

Peneittiandan 
Pengembaipn 

Kementerian ESDM

Pengembangan 
Sumber Daya Manusia 

ESOM

Penelilian, Mit^ 
dan Pelayanan 

GeologI

Pengatvratdan 
Pengawasan 

Pettyediaan dan 
Pendistn'busan Bahan 

BakarMlnyakdan 
Pengangkutan Gas 
Burn! MelaliiPipa

Pengeloiaan Energi 
BaruTerbanikanDan 

Konservasi Energi

Pengeloiaan MIGAS 
Adi

Pengembangan 
Sumber Daya Manuaa

ESOM

Total

2018 342,179.448 9,794.634 80,431.910 1,729,967.194 141273.370 364.571.634 57.116345 566950.824 329,666524 859.817.575 183.355.740 1722218242 109.756.394 6.497,099.834

2019 342.456; 898 64.768.004 1.171.369.684 97.538427 295.524.722 35.632.701 425,059.669 271.911967 735.681081 168810242 1195.648.659 185.014.361 4.989.416415

2020 414,523.371 89.655.172 4.460.960.589 133,866727 442,901431 53,034.444 575,000,000 427.473.407 920856,007 249.700,000 1489.645.731 60,036.720 348.676.881 9,666,330.480
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081 - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 085 - Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)

Tahun

Program

Total

Ekonomi

081.01.01 081.01.02 081.01.06

Dukungan 
Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas 
TeknisLainnya BPPT

Peningkatan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur Bppt

Pengkajian dan 
Penerapan Teknologi

2018 480.246.224 8.068.500 700.943.629 1.189.258.353
2019 423.633.551 257.863.706 691.195.8B 1.372.693.070
2020 525.437.261 3.605.612 1.510.529.832 2.039,572.705

Tahun

Program

Total

Pelayanan Umum

085.01.01 085.01.02 085.01.06

Dukungan 
Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya 

BAPETiN

Peningkatan Sarana 
dan Prasarana

Pengawasan 
Pemanfaatan Tenaga 

Nuklir

2018 107.947.415 - 69.920.910 177.868.325

2019 103.292.818 - 75.414.154 178.706.972

2020 94.664.857 - 31.979.676 126.644.533

080 - Badan Tenaga Nuklir (BATAN) 083 - Badan Informasi Geospasial (BIG)

Program
Pelayanan Umum Pendidikan

080.01.01 080.01.06 080.01.01

Tahun Dukungan 
Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya Satan

Penelltian 
Pengembangan dan 
Penerapan Energi 
Nuklir, Isotop dan 

Radiasi

Dukungan 
Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya Satan

Total

2018 120.798.336 724.953.995 52.800.000 898.552.331

2019 146.870.696 708.234.590 33.800.000 r 888.905.286

2020 121.121.035 556.717.870 32.834.204 710.673.109

Tahun

Program

Total

Perlindungan Lingkungan Hidup
083.01.01 083.01.06

Dukungan 
Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya Badan 
Informasi Geospasial

Penyelenggaraan 
Informasi Geospasial

2018 173.477.164 617.399.911 790.877.075
2019 163.056.400 564.681.235 727.737.635
2020 173.019.501 638.520.000 811.539.501
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082 - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

Tahun

Program

Total

Pelayanan Umum
082.01.01 082.01.06

Dukungan 
Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya LAPAN

Pengembangan 
Teknologi 

Penerbangan dan 
Antariksa

2018 119.586.267 707.489.000 827.075.267
2019 104.166.792 688.698.000 792.864.792
2020 94.361.926 822.244.000 916.605.926

079- Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Tahun

Program

Total

Ekonomi
079.01.01 079.01.06
Dukungan 

Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya LIPI

Penelitian, 
Penguasaan, dan 

Pemanfaatan Iptek

2018 145.378.721 1.271.347.498 1.416.726.219
2019 157.941.689 1.266.137.739 1.424.079.428
2020 821.707.749 856.035.305 1.677.743.054
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KOMISI VIII DPR Rl 

025 - Kementerian Agama
Projrant

Apru PeiMldtan

02111101 0290111 0210201 029010! 0290909 0210UO 0210741 0290112 IS90906 0294104 0211244 0290149 0290203 0210407 0190909 0290(40 0290741 02S0042 0294104

Tshun
Manjimte
Priataruali^

IdnsLanTra
KtuciittnnApn}

bnta»UU
Benfiii

tatMzaada
Puiiibta
AlaiaOits
Apntv

biunteront^

SnUipa
kteyntatltoi

BntefH
Oternbilmaii

Bnbf|ai
MasfinfalttDi MisyntatHMu

tn^icpri
M8|«itat0u4ilB

PttiftlHaniiK^
DanUnnh

fmlai
Penfemba^ta
PenSdiiiPtbtiai
hintnterianApin]

Ptnreleigaai
laniwPro4iOIM

brutamUBit
Bniiiia

PHpnaita
Ptntfksjo
AtontaUtas

Apntif
butRerianApiii

b«Uaalsbo
SbbinpR 

Masyarakat Kristen
BInbiiian

MasyaabibtA
fiDbi^

teyarakaiHWii
Bhbi^

ttsyarAlODildlB

PoekiaB
Peatenbanpidao
PenAianMtlue
KememerianAfarra

Tom

20U IUS81&2« 77.871290 91375.3S3 6130.689699 217 000.233 UB.n6.919 12i 255.6B 64.106291 1085.824.226 339.083.741 185231X8 7[Q)IID 620B6.UO 49.089.617287 L678575.9B 721797.274 6443E979 2163E841 261713.CBS 62154.741()91

2019 IffilOliei £0.014.140 101527.J16 5.157.662074 256216938 2188S7.8S 159.924.001 77.986.461 L486621215 382293MI 20141640 7090.000 6200 £0) 41514.443.637 1566438819 711CD240! 656246819 18S.fll9.3CB 221.614.2)9 6205672210

2020 1921417,B2 46.971277 76822476 5.617.461944 254.43243) I73.014.S1 100591062 54.253.575 1554 866 308 250.647.411 40.288541 6367.760 85573.796 51454932558 1525325.460 711912404 660206819 215529.954 31D.S1307 65(80.948695

027 - Kementerian Sosial

Tahun

Program

Total

Perlindungan Sosial Pendidikan

027.01.01 027.02.03 027.03.08 027.04.06 027.05.07 027.06.09 027.11.04 027.11.04
Dukungan 

Manajemen dan 
PelaksanaanTugas 

Teknis Lainnya 
Kementerian Sosial

Pengawasan dan 
Peningkatan 
Akuntabilitas 

Aparatur
Kementerian Sosial

Pemberdayaan Sosial Re habilitasi Sosial
Perlindungan dan 

Jaminan Sosial
Penanganan Fakir 

Miskin

Pendidikan, 
Pelatihan, Penelitian 
dan Pengembangan 

dan Penyuluhan 
Sosial

Pendidikan, 
Pelatihan, Penelitian 
dan Pengembangan 

dan Penyuluhan 
Sosial

2018 332.315.654 44.088.417 433.823.251 1.006.519.857 17.671.377.420 21.455.112.967 274.396.379 78.108.141 ' 41.295.742.086

2019 372.227.070 47.302.812 429.362.610 1.163.312.583 34.765.659.285 21.405.310.213 594.398.446 128.885.360 ' 58.906.458.379

2020 469.129.710 46.550.770 391.757.849 973.764.729 31.363.074.415 28.992.250.028 473.075.388 58.040.705 ' 62.767.643.594
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047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahun

Program

Total

Perlindungan Sosial
047.01.01 047.01.06 047.01.07 047.01.08
Dukungan 

Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya 
Kementerian PP&PA

Kesetaraan Gender 
dan Pemberdayaan 

Perempuan
Perlindungan Anak

Partisipasi Lembaga 
Masyarakat dalam 

Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan Anak
2018 120.496.135 201.293.100 180.772.600 51.287.200 502.561.835
2019 128.542.999 122.572.521 150.637.304 91.883.970 401.752.824
2020 103.538.035 71.700.000 65.903.767 32.500.000 241.141.802

103 - Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Tahun

Program

Total

Ketertiban dan Keamanan
103.01.01 103.01.03 103.01.06
Dukungan 

Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya BNPB

Pengawasan dan 
Peningkatan 
Akuntabilitas

Aparatur BNPB

Penanggulangan
Bencana

2018 258.276.396 13.000.000 478.103.903 749.380.299
2019 206.975.671 12.000.000 400.450.000 619.425.671
2020 213.608.214 8.924.900 478.113.700 700.646.814
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KOMISI IX DPR R1

024 - Kementerian Kesehatan

Tahun

Program

Total

Kesehatan Pendidikan
024.0101 024OU1 024.02.03 024.03D6 024.04.07 024H5H8 024D7.09 024.11.04 024.12.10 024.12.10
Dukungan 

Manajemen dan 
PelaksanaanTugas 

Teknis Lainnya 
Kementerian
Kesehatai

Penguatan
PelaksanaanJaminan
Kesehatan Naskinal

Peningkatan 
Pengawasan dan 

Akuntabilitas 
Aparatur 

Kementerian
Kesehatvi

Pemblnaan
Kesehatan

Masyarakat

Pembinaan 
Pelayanan Kesehatan

Pence gahan dan 
Pengendalian 

Penyakit

Kefarmasian dan Alat
Kesehatan

Penelitian dan 
Pengembangan 

Kesehatai

Pengembangan dan 
Pemberdayaan 
SumberOaya 

Manusia Kesehatan 
(PP50MK)

Pengembangan dan 
Pemberdayaan 
SumberDaya 

Manusia Kesehatan
PPSOMK

BinaGizidan
Kesehatan Ibu dan

Anak

2018 2.583.878.688 25.582.011.734 119.983.200 2.102.710.381 15.388.088.064 2.723.525.128 4.939.179.936 909.016.668 2.999.335.415 1.750.000,000 - 59.097.729.214
2019 1.986.077.681 26.778.709.773 108.750.943 1.673.642.056 15.952.041.884 Z641.905.147 4.479.337.816 805.387.027 2.570.688.417 1750.000.000 • 58.746.540.744

2020 1.914.705.652 26.778.709.774 104.76L545 L133.160.904 16.592.182.226 2.089.320.574 3.862.823.522 734.172.261 2.440.159.570 1.750,000.000 - 57.399.996.028

026 - Kementerian Ketenagakerjaan

Tahun

Program

Total

Qconomi Pendidikan
026.01.01 026.02.03 026.04.07 026.05.08 026.08.09 026.11.04 026.13.06 026.01.01 026.13D6
Dukungan 

Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya 
Kementerian 

Ketenagakerjaan

Pengawasan dan 
Peningkatan 
Akuntabilitas 

Aparatur 
Kementerian 

Ketenagakerjaan

Penempatan dan 
Pemberdayaan 
Tenaga Kerja

Pengembangan 
Hubungan Industrial 

dan Peningkatan 
Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja

Perlindungan Tenaga 
Kerja dan 

Pengembwgan 
Sistem Pengawasan 

Ketenagakerjaan

Perencanaan, 
Penelitian dan 

Pengembangan 
Kementerian 

Ketenagakerjaan

Peningkatan 
KompetensiTenaga 

Kerja dan 
Produktivitas

Dukungan 
Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya 
Kementerian

Ketenagakerjaan

Peningkatan 
KompetensiTen^ 

Kerja dan 
Produktivitas

2018 402.575.082 60.000.000 766.681.820 184.947.680 269.899.804 84.478.298 1.772.596.620 - 450.000,000 3.991.179,304

2019 294.254.093 55.546.830 750.290.524 170.078.518 230.824,201 79.085.218 1.255.056.393 20.000.000 2.930.000.000 ’ 5,785.135.777

2020 310,502,875 59.303,436 754.134.817 160,612.726 215.703.853 112.085.217 497,353.092 15.000.000 4.785.162.954 ’ 6.909.858.970
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068 - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Tahun

Program

Total

Kesehatan
068.01.01 068.01.03 068.01.04 068.01.06

Dukungan 
Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya BKKBN

Pengawasan dan 
Pentngkatan 
Akuntabilitas 

Aparatur BKKBN

Pelatihan, penelitian 
dan Pengembangan 

serta Kerjasama 
Internasional BKKBN

Kependudukan, KB, 
dan Pembangunan 

Keluarga

2018 2.963.061.741 17.600.000 264.256.496 2.299.866.100 5.544.784.337
2019 2.466.512.841 13.245.071 129.157.928 1.182.695.889 3.791.611.729
2020 2.504.855.038 11.378.121 51.095.996 1.014.224.905 3.581.554.060

063 - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Tahun

Program

Total

Kesehatan
063.01.01 063.01.02 063.01.03 063.01.06

Dukungan 
Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya BPOM

Peningkatan Sarana 
dan Prasarana 

Aparatur BPOM

Pengawasan dan 
Peningkatan 
Akuntabilitas 

Aparatur Badan 
Pengawas Obat dan 

Makanan

Pengawasan Obat 
dan Makanan

2018 378.332.217 115.121.000 - 1.680.275.176 2.173.728.393
2019 381.360.451 68.468.001 22.124.859 1.498.242.235 1.970.195.546
2020 491.081.440 21.495.137 1.404.149.592 1.916.726.169
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104- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TK1)

Tahun

Program

Total

EkonomI
104.01.06

Peningkatan Fasilitasi 
Penempatan dan 
Perlindungan TKI

2018 396.160.715 396.160.715
2019 317.971.678 317.971.678
2020 322.004.033 322.004.033
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KOMISI X DPR Rl
023 - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tahun

Program

Total

Pendidikan
023.01.01 023.02.03 023.03.06 023.05.09 023.11.04 023.13.10 023.15.12 023.16.13
Dukungan

Manajemendan
PelaksanaanTugas

TeknisLainnya
Kementerian

Pendidikan dan 
Kebudayaan

Pengawasan dan 
Peningkatan 
Akuntabiirtas 

Aparatur 
Kementerian

Pendidikan dan 
Kebudayaan

Pendidikan Dasar dan 
Menengah

Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan 

Masyarakat

Penelitian dan 
Pengembangan 
Kementerian

Pendidikan dan 
Kebudayaan

Pengembangan dan 
Pembinaan Bahasa

dan Sastra
Petestarlan Budaya Guru danTenaga 

Kependidikan

2018 1.768.057.003 192.188.790 22.574.237.959 1.805.463.073 1.154.945.174 396.946.190 1.829.626.560 10.370.535.251 ’ 40.092.000.000
2019 1.800.491.734 188,524.713 18.241.917.758 1.813.256.980 1.188.578.297 581.986.879 1.795.283.807 10.383.047.766 ' 35.993.087.934

2020 1.712.765.448 150.819.770 19.474.649.720 1.650.463.169 1.014.720.467 551.557.489 1.358.482.330 9.787.859,092 r 35.701.317.485

040 - Kementerian Pariwisata

Tahun

Program

Total

Pariwisata Pendidikan
040.01.01 040.01.02 040.01.06 040.01.06
Dukungan 

Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya 
Kementerian

Pariwisata

Peningkatan Sarana 
dan Prasarana

Pengembangan
Kepariwisataan

Pengembangan
Kepariwisataan

2018 340.000.000 - 2.665.408.080 728.000.000 3.733.408.080

2019 319.650.562 - 3.511.412.243 - 3.831.062.805

2020 346.242.464 - 2.908.507.813 1.122.450.214 4.377.200.491

101



092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga

Tahun

Program

Total

Pelayanan Umum Pariwisata Pendidikan

092.01.01 092.01.02 092.01.08 092.01.06
Dukungan 

Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya 
Kementerian 

Pemuda dan Olahraga

Peningkatan Sarana 
dan Prasarana 

Aparatur
Kementerian
Pemuda dan 

Olahraga

Pembinaan Olahraga 
Prestasi

Kepemudaan dan 
Keolahragaan

2018 269.573.060 30.526.700 3.673.940.301 1.063.500.000 5.037.540.061
2019 295.178.356 7.163.056 836.404.108 812.346.450 1.951.091.970
2020 285.859.045 7.280.938 812.258.105 633.078.067 1.738.476.155

057 - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Tahun

Program

Total

Pelayanan Umum Pendidikan

057.01.01 057.01.02 057.01.06
Dukungan 

Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya 
Perpustakaan 

Nasional

Peningkatan Sarana 
dan Prasarana 

Aparatur 
Perpustakaan 

Nasional

Pengembangan
Perpustakaan

2018 172.038.149 3.852.770 409.042.719 584.933.638
2019 191.664.196 3.446.521 535.664.846 730.775.563
2020 207.086.954 3.466.349 448.443.820 658.997.123
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121 - Badan Ekonomi Kreattf

Tahun

Program

Total

Pariwisata
121.01.01 121.01.06
Dukungan 

Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya Badan 
Ekonomi Kreatif

Pengembangan 
Ekonomi Kreatif

2018 149.271.380 596.886.760 746.158.140
2019 152.868.677 504.282.537 657.151.214
2020 177.264.607 712.396.565 889.661.172
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KOMISIXI DPR Rl

015 - Kementerian Keuangan

Tahun

Program

Total

PebyananUmum Pendiddai Oonoffli
01SO141 OUJZill 01$J]3i)7 OlSiHil 015.05J3 OlSiK.08 nmm OlSitiOS 01SJ»J0 OlSiliH 0154111 OlSJHDl 0154L04 OlSiltiH 0154345
Dulaaipn

Manajemendan
PelalsanaanTups

Teknislmya
KeiKnteriai)

Xauarpi

Paiifawasafldan
Penn{$atan
Akuntabfitas

Aparatv
Kenieiturian

Keuai^

Pengelolasi 
Angvai Negara

Peningkatandan
Penpmanan

PenerinaanPajak

Pengawaai,
Pelayanan.dan

PenerimaandiBidang
K^anandan

Cukai

Peningkatan Kualitas 
Biibun|an tapi 

PusatdaiDaerah

Pengekilaan
PembiayaaAdan

Rido

Pengelolaan
Perbenddiaraan

Negara

PengeUaan 
KekayaanNepra, 

Penyelesaiar 
PengurusanPiutang 

Negara dan 
PelayaiaiLelaig

Pendiditan.Pelatiian 
danSertifikasi 

kompetenadiSidang 
keuai^ Negara

PeiumusanXebijakan
PidiaidanSektor

keuangan

Dukungan 
Manxmen dan 

PelaksanaanTugs 
TeknsL^ya 
kementerian

Keuatipn

Pendidton,
PelatOian.dan

Sertrfikasi
Kompetensilfidang 

keie^ Negara

Pengelolaan
Perbendaharaan

Negara

PelaYananPenJnan 
Ekspordan bnpor 

melaiui Portal INSW

2018 18[80,OM.:41 118,341.754 151.537.430 7,441351425 3.393.721235 144,021253 119.51L382 11660.896.220 871909.999 73L706890 157.414.654 1.807.750.000 45.681169,483

2019 m.im 101879.589 115,737.072 6.848,078,153 1965,895,119 105,654,656 111.665.174 11499.627.039 687.289.562 488.335.015 128,330.558 1565,980,001 147,058823 60.000.010 125.103.028 45.156.38104[

2020 19.M117.358 108.380.967 153.933.832 7,943.239.015 8638281535 106.420.183 110.018.(64 8047.677.433 769.773,190 466,374.590 131112926 1238,788000 263,554,675 43,001.573 12LSS6.B80 43.51L223.2U

055 - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Tahun

Program

Total

Peiayanan Umum
055.01.01 055.01.02 055.01.03 055.01.06
Dukungan 

Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya 
Bappenas

Peningkatan Sarana 
dan Prasarana 

Aparatur Bappenas

Pengawasan dan 
Peningkatan 
Akuntabilitas 

Aparatur Bappenas

Perencanaan
Pembangunan

Nasional

2018 321.008.917 520.000.000 5000000 1.148.095.386 ' 1.994.104.303

2019 870.240.000 - 10.250.000 900.619.088 1.781.109.088

2020 870.250.000 - 10.000.000 948.439.846 1.828.689.846
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054 - Badan Pusat Statistik (BPS)

Tahun

Program

Total

Pelayanan Umum Pendidikan

054.01.01 054.01.02 054.01.03 054.01.06 054.01.01
Dukungan 

Manajemen dan 
PelaksanaanTugas 
Teknis Lainnya BPS

Peningkatan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur BPS

Pengawasan dan 
Peningkatan 
Akuntabilitas
Aparatur BPS

Penyediaan dan 
Pelayanan Informasi 

Statistik

Dukungan 
Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya BPS

2018 2.544.466.502 250.756.780 13.797.909 1.881.006.430 70.212.342 4.760.239.963

2019 2.576.260.204 249.146.142 8.619.710 2.306.527.480 71.234.429 5.211.787.965

2020 2.973.718.663 - - 4.955.074.904 - 7.928.793.567

004- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Tahun

Program

Total

Pelayanan Umum
004.01.01 004.01.02 004.01.03 004.01.06 004.01.07 004.01.08

Dukungan 
Manajemen dan 

PelaksanaanTugas 
Teknis Lainnya BPK

Peningkatan Sarana 
dan Prasarana

Pengawasan dan 
Peningkatan 
Akuntabilitas

Kepaniteraan 
Kerugian 

Negara/Daerah, 
Pengembangan dan 
Pelayanan Hukum

Peningkatan Mutu 
Kelembagaan; 
Aparatur, dan 
Pemeriksaan 

keuangan Negara

Pemeriksaan 
Keuangan Negara

2018 795.584.868 - - - - 2.041.946.251 2.837.531.119

2019 765.607.341 - - - - 2.187.465.397 2.953.072.738

2020 657.328.709 - - - - 2.880.408.195 3.537.736.904
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089 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP)

Tahun

2018
2019
2020

Program
Pelayanan Umum

089.01.01

Dukungan 
Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya BPKP

1133442236
1.141.390.771
1.446.061.096

089.01.06

Pengawasan Intern 
Akuntabilitas 

Keuangan Negara dan 
Pembangunan 
Nasional Serta 

Pembinaan 
Penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah

318541373
290.363.143
414.907.738

Total

1.451.983.609
1.431.753.914
1.860.968.834

106 - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (LKPP)

Tahun

Program

Total

Pelayanan Umum
106.01.01 106.01.02 106.01.06
Dukungan 

Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya LKPP

Peningkatan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur LKPP

Pengembangan 
Sistem Pengadaan 

Barang/Jasa 
Pemerintah

2018 78.632.614 7.957.140 138,219.518 224.809.272
2019 77.863.448 - 135.238.659 213.102.107
2020 80.764.804 - 88.910.630 169.675.434
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Lampiran Tahapan Kegiatan 2.3
Data pada tingkat program yang telah dtdesain dalam bentuk modifikasi grafik (contoh)

ANG6ARAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2018-2020 (dalam ribu rupiah)

Tahun

Program

Pengawasan dan Peningkatan 
Akuntabilitas Aparatur BKKBN

2018 17.600.000
2019 13.245.071
2020 11.378.121

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas 

Aparatur BKKBN
Klik disini untuk piDh program 
kementerian/lembaga

(XMjnoan , dan Peiaksarwar Tjoas Tekrss lannya BKKBfJ
Pengavvasan dan Penin^tan AJont^tas Aparatur 
Pelatfian, penebttan dai Pengentangan serta Kenasara Intemaaonal BKKBN 
Kependudukan, KB, dan Pembanguran Ketuarga

13 245071

11.378.121

2018 2019 2020
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ANGGARAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2018-2020 (dalam ribu rupiah)

Tahun

Program

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lalnnya BKKBN

2018 2.963.061.741

2019 2.466.512.841

2020 2.504.855.038

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas ___________________
IKUc disini untuk pBih program

Teknis Lainnva BKKBN _ kementerian/kembaga

2963 061741

2 466 612 841 2 504 855 038

2019 2020

ANGGARAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASiONAL TAHUN ANGGARAN 2018-2020 (dalam rlbu rupiah)

Tahun

Program

Pengawasan dan Peningkatan 
Akuntabilitas Aparatur BKKBN

2018 17.600.000
2019 13.245.071
2020 11.378.121

Peneawasan dan Penlngkatan Akuntabilitas 
Aparatur BKKBN

KUc dtsinl untuk pSh program 
kementertan/lembaga

11.578.121

108



ANGGARAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASiONAL TAHUN ANGGARAN 2018-2020 (dalam ribu rupiah)

Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
Tahun

Program

Kependudukan, KB, dan Pembangunan 
Keluarga

2018 2.299.866.100
2019 1.182.695.839
2020 L014.224.905

Kfik dsini untuk ptlih program 
kementerian/lembaga

2.299 866 100

1.182 695 889
1014 224 90S

2018 2020

ANGGARAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2018-2020 (dalam ribu rupiah)

Tahun

Program

Pelatihan, penelitian dan Pengembangan
serta Kerjasama Internasionai BKKBN

2018 264.256.496
2019 129.157.928
2020 51.095.996

Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta 
Kerjasama Internasionai BKKBN

Kkk ditini untuk piBh program 
kementerian/lenibaga

264.256 496

129.157 928

51 C95 996

2018 2019 2020
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LampiranTahapan Kegiatan 2.4
Laporan Singkat Hash Konsultasi dengan Mentor

c--}
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

OEWAN RERWAKILAN RAKVAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT 
KONSULTASI DENGAN MENTOR

Hari. Idoggal 
Pukul 
Tempat 
Kegiatan

Kamis. 3 Oktober 2019
9.30 WIB s.d selesai
Ruang 603 Pusat Kalian Anggaran

Pembahasan rencana kegiatan dan tahapan kegiatan 
aktualisasi yang sedang dan akan dilak&anakan

POKOK-POKOK PEMBICARAAN
Pada se«i konsultasi kedua ini. topik pembahasan yang 

dilaksanaican adalah mengenai progres pengerjaan akcualisasi pada 
minggu kedua pelaksanaan. yaiiu nmtggu ke 3 bulan September 2019. 
Sejauh ini. progres yang sudah dllakukan adalah pelaksanaan Kegiatan 
2. yaitu melakukan pengoiahan data yang disusun pada tingKai program 
kementerian/lembaga. dengan tahapan kegiatan sebagai benkut:
1. Mengolah data RKA K/L yang disusun pada tingkat program K/L:
2. Mengkiasihkasikan data sesuai dengan mitra ker|a 11 komisi DPR Rl 

dengan output database yang telah terklasihkasi sesual dengan 
mitra kerja:

3. Mendesain database RKA K/L pada tingkat program dalam bentuk 
niodifikasi grafik dengan output contoh data dalam bentuk grafik 
yang akan dilampirkan dal.im laporan kegiatan:

4. Melakukan konsultasi dengan Mentor terkait kelayakan dan desain 
database sehelum dlpreseniasikan dalam rapat internal maupun 
dlunggah ke dalam website

II.

Oiselenggarakan sesl konsultasi pada kegiatan ini bertujuan untuk 
mendapatkan kritik. saran, serta persetu|uan dari Mentor terkait 
database yang telah dikerjakan. Seiain itu. pada sesi konsultasi kali ir\l, 
dllakukan koordinasi mengenai rencana evidences yang akan dimuat 
dalam Laporan Aktualfsasi yang membutuhkan persecujuan dan randa 
tangan dari mentor, misalnya Lapsing dan dokumentasi.

PENUTUP
Oemlkianlah konsultasi dengan mentor diiaksanakan. Konsultasi inl 

dllutup pada pukul 10.30 WIB

Jakarta. 3 Oktober 2019

198606212014022001
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LAMPIRAN KEGIATAN 3

3.1 Catatan hasil penyerahan atas Laporan Hasil Kegiatan
3.2 Undangan, notulensi, daftar hadir, dokumentasi presentasi
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Lampiran Tahapan Kegiatan 3.1

Catalan hasil penyerahan laporan aktualisasi kepada 

atasan dan mentor

SieKRFTARIAT fFNIlKKAL DAN MADAM KLAHI.IAN 
DKWAN PBRWAKII.AN RAKVAT HKI'UUMK INDONKMJA

li Irmlrr*!! Ojfof Suhrolo lak.Ktp Pnv 10770
THo <0^ t J S7l*»7itlKiK (0211 r>7 J r>*^.i < l.tmon* poskdOjnunArsn.dpr.<co.id

a) Atasan dan mcnror menenma laporan akiualisnKi yang lulah 
diUks.m.ik.'in olch Cl’NS:

t>) Ausan il.m mentor mernberlkan m.'isiik.m dan pertanyajn scpiilur 
lapornn aktualisasi yang dibual iileh I'l’NS:

3. PENUTUP

DetniUiiiiilali catatan alas hasil penyerahan laporan aktualisasi atas nama 
Deasy Owl Ramiayu dengan Kcpala Piisal K.iJIan Anggaran, dan Konnlinator 
Bidang Pendapatan dan Pemblayaan yang Jiiga sokallRus mentor.

CATATAN HASH. PKNVKIIAIIAN LAPORAN AKTUALISASI KKPADA 
ATASAN DAN MKNTUK

Miirl. TiinBBal
niikiil

TUIUUiU

Acara

Scnlii. 7 Okiiiber 2019 
ij.oovviit
UiianK Analls APRN Piis.o K.iji.m Aii|{Kai*iir>
CeduJig Sekretarial fcni1or.il St Italian Kirahilan ni'lt HI 
Cl'NS Menyvrahkan Laporan Akliiallsasl Kupuda 
Auisan dan Mentor
1. Ill' Asep Ahmad S.iclulull, S.ii. M.Si

2. I)wi kesu t’l atiwl. S.T., MPM.

lakarta, 7 Oktober 2019

Mt'iigctahiil.
Mentor

MenucLahtii.
Kcpala Pusdi Kajian Anggaran

‘ill
Dwi RustI I'rntlwi. .Sjn.. MPM.

NIP. l‘Jfll!lKi2 1 20 I‘t Il22()(> I
Dr. A sen At. mad Snef.itoh. S.E.. M.Si.

NIP. 19710911 iiJi>7o;n»ori

I. PEMRUKAAN
CPNS yariK tclali incnycloK<iJkari iHpur.iii .iktudli&iisi nieny«rvthkiih 

l*ipur*m akui.ilisiiistny** kup.id.i jt«jSAn d.iti m«*nlor scb.igiii hentuk 
pvrl«jiigguiigj;4w;ib.jii Jl.t» y<*ng tel;th dil*ikiikah.
Proves |>CMycr«<h.iri (..ipor.in iiii diljkuk«]n I'uidei h*iri Si<mn. 7 Okiober 201U 
IJtjkul X.i 00 WIU. Uerlem|>s>( <1i Ruuiitj AmilU APIIN Pusdt KaIJIaIO AnKg«u«m. 
AlaiAdii <1.111 mtfninr meiierim.* I.ipoi'.iii <iklu.ilis.isi yuitg tcl.ih ilibuiit oleh 
i:i'NS.

I. POKOK* POKOK HASH. PKM8AHASAN
Adupun d.in pokok'poknk h.isU kmiKuU.aKt yung dllukukAtn CersoOut. 

pcimH» mvjidiip4itk.li> liebcrupai sdrdii ddn ma&ukem uiiluk pvrbaikiiii. uiUiira 
Idjn:
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Lampiran Tahapan Kegiatan 3.2

Undangan presentasi

SEKRETARIAT JENOERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JL JENOERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE PCS 10270 
TELP (021) 5715730 FAX (021) 5715933 LAMAN wwwdprgold

PA/110/SETJEN DAN BKDPR RI/10/2019 
Segera

Nomor 
Oerajal 
Lampiran 
Parihai 
Yth.
1. KasubTU Pusat Kajian Anggaran;
2. Para Korbid Analis APBN dan Analis APBN. 

Jakarta

4Oklober2019

Undangan Rapat Koordlnasi

Dengan hormat, Kami beritahukan bahwa d^am rangka peningkatan pembenan dukungan 
keahlian kepada Pimping dan Anggota Dewan Perwaktian Rakyat Republik Indonesia.Pusat Kajian 
Anggaran Badan Keahlian Dewan bermaksud mengadakan Presentasi Aktualitas CPNS Pusat 
Kajian Anggaran yang akan dilaksanakan pada .

HarKtanggal : Senln, 7 Oktober 2019 
Waktu ; Pukul 09.00 WIB a/d selesai
Tern pat : Ruang Papal Kepala Pusat Kajian Anggaran Lt 6 Ruang 611

Gedung SeQen dan BK OPR Rl

No Nama Judut Aktualisasi
1 Deasy Dwi Ramiayu Penyediaan Data Rencana Ker)a Anggaran 

Kementerian/Lembaga Pada Website 
Puskaiianoaaran.doroo id

2 Rosalina Uneke
Kusumawardhani

Videografis Terkait tugas dan fungsi anggaran
DPR Rl

3 Satho Arga EfferxJi Penyediaan Database Informasi Hukum APBN
Pada Website htioV/ouskalianaoaran.dDr oo id/

4 Savitrj Wulandan Pemulakhiran Data Knowledge Management 
oada Website Pusat Kalian Ancaaran

5 TtoRiyono Penyediaan Data Triple Oelisit dalam Menu 
Indikalor Ekonomi p^a Website Pusal Kajian 
Anoaaran

Sehubungan dengan kegiatan tersebuL kami mengharapkan kehadiran Saudara urrtuk 
menjadi Peserta daiam kegiatan dimaksud

Atss perhaUan dan kehadiran Saudara. kami ucapkan tehma kasii.

Lakhar Kepala Pusal Kajian Anggaran,

Husnul Latifah. S.Soi 
NIP. 19720718 199703 2 001
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Daftar hadir kegiatan presentasi

€ SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHUAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPU0UK INDONESIA

JL JBNDEHAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP 10211 57t5730PAX i02IJ 5715933 LAMAN WWW Op/JO

DAFTAR HADIR RAPAT 
TENTANG

-PRESENTASI AKTUALISA8ICPNS: DEASY RAMAYU, SE, ROSAUNA TINEKE 
KUSUMAWAROHANI, $E.. SATRIO ARGA EFFENDI, SE..

SAVTTRIWULANDARI. SE.. TTO RIYONO.SE-

HarVlanggil : Senin, 7 0Mob*f 2019 
Waktu : Pukul 10.00 WIB - Setasal
Tampat : Ruang Rapat Kepala Pusat Kajlan Anggaran DM Rl

Gadung S^jen dan BK LattUl 6

NO NAIM JABATAN TANDA TANOAN

/. Or. Asep Ahmad Saefuloh. SE.. MSI Kapua Kajlan Anggaran

2.

X

Husnul Latifah. S.Sos. Kepala Subbagian Tala Usaha

Samel Widodo. S.E.. ME. Anaks AP6N Ahh Madya ^ , 
4.

5.

Robby Alexander Saait S.E.. ME. AnaSs APBN AhC Perlama ift-uJ
Rastri Paramita. S E.. M.M. An^ APBN Aht Pertama

6. Owi ResB Pratwi.S T..Mpm Anats APBN AM Perlama

7. MarOwi Nasution.Se. M Si Anaks APBN AM Pertama
^

8. Adtu Prase tyo Sauk) W.. S-M. Anaks APBN AM Pertama

9. Martha Caroiina.Se..Ak..M Ak Anaks APBN Ahk Pertama J
10. Rabia Chnsttanmgnim.S.Si.M.Si AnMs APBN Ahk Pertama

11. Oahiri. S.SI. M.Sc AnMs APBN Ahli Pertama

12. Ade Nund Aida, SE AoMs APBN Ahli Pertama

Y/

13. Rendy Alvaro. S.Sos Anaks APBN MiB Pertama ^
H. Deasy Owl Ramiayu. S E. Anaks APBN

IS. Ervita Uiluk Zshara. SE. An^ APBN

16. MuUara SMnta Andini. S.E. Anaks APBN

17. Nadya Ahda.SE Anaks APBN

1& Rosakna Tkieke Kusumawardhanl. S.E. Anaks APBN

19. Riza Arktya Syafri. S. Ak Anaks APBN W
20. Satrio Arga EKendl. S.E Anaks APBN n
21. Savitrl Wulandan. S.E. Anaks APBN

22. TioRiyono. SE Anaks APBN

23. Damia Uana. S.E. Anaks APBN

24. Memed Soban Stal Pusat Kafian Anggaran

25. Musbiyatun Staf Pusat Kapan Anggaran .,

26. HMaPlskaRandlni. SIP Staf Pusat K^ian Anggaran

27. HlKMATl/t FfTRl AmSc Ann soB-FwigjionBl

28. -
29.

30. ^>rUk»»4‘>w.

31. V.onaj A AfftN :flw-0V>i>r«.\

32. (jino'hO

33. Hwr ixrt> ..
34.

—VI -
35.
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Notulensi kegiatan presentasi

ii**

SEKRETARIAT IKNflKRAI. DAN UADAN KIAIILIAN 
DEWAN PHRWAKIUN KAKYAT KEEUIIIJK INDONESIA

NOTULENSI
PELAKSANAAN SKSI PRESENTASI INTERNAL PROYEK AKTOAUSASI

Hail, tanggal 
I'ukul 
Tempat 
Kegiatan

St;mii.U7 dkloltei' 20V)

09.00 Will s.<J sdcMl

Ruang Rapat 611 Puut Kapan Anggaran

Presentasi Imemal A nails APIIN Pusat Kapan Anggaran

Mvngcnai Proyck Aktualisasi Atas Nama Deasy Dwi Rainuyu

POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Sebagai salali -hUu tahapan kegiatan aktualisasi, presentasi imeniu] 
dilaksanakan dengan tujuan memperoleh fecdbocks berupa knnk. saran. clan 
masukan dan seliiiuh Analls APIIN Piisat Kajian Anggaran mongenai basil proyek 
kegiatan yaicu Penyediaan Data Hcncaiia Kerja ilaii Anggaran Kementerian/Lcmbaga 
di website Pusai Kalian Anggaran. Sesi presentasi dimulal pada puku! 09-00 WIH dan 
dilaksanakan di Ka.-ing Itapul 6U Pusat Kalian Anggaran, dihadin nleh lielH-rap.i 
Koordinaior Bldang dan sejumlab staff An.ilis APBN. Adapun canggapan dan 
penanyaan yang iliajuk.ni pada srsi presentasi imernal kali ini. antara Lain 
1. Bapak Hobby Alejcandcr SiraiL S.E.. M.E., sclaku Kiiiirdinator Ditlang Helanja 

Pcmerinrah Pusai; Apakah d.ila y.ing dlsusun dan dikompllasl lersetnit li.inya 
menurut fungsi d.m kudo program? Apakah untuk mengetahiii fungsi program 
hams Iwrpjtulub ke menu 'Sniirce'? Bagamiana jlka data dengan tampibn gralik 
dijadikan dabm satu menu saj.i?

Jawab: Ojla yang dlsusun peniilis hanya berdasarkan tungsi d.m kode program 
saja, belum membohas indikaior lalnny.-i sepeni jenls bcbiija. Untuk 
mengetahul lungs! prugrnin hams niengakses menu 'Source' Untuk data 
tainpilan gralik. penulis baru mcmilikl kompeiensi untuk mcmisahkan haglan 
grafik dengan data yang ditampllkan Kedepannya. mungkin pencrapan

campitan data sejiertl Ini hls.i iliter.ipkan jiiga pada jenis-jenis data lainnya 
scsuai kcbuiuhan.

2. Ibu Marihot Nasuliun, S.E.. M.Sl. sclaku Analls APBN; bagalmana 
kcberlanjuiun dan pencrapan dat.i ini kedepannya? Apakah dengan 
menambahkan tahun anggaran dan program anggaran harus dibkukan input 
rumus ubng?

lawab: [Ika data y.ing hams duipdate scperti ini. pennlis dapai bert.mggung 
lAwah melakukan update tahun anggaran selanjuinya. Untuk penambalian 
tahun .ingg.ir.in d.m program, maka pcriu inenglnput rumus ubng, tldak dengan 
moditikjsi grjilk karenj akan berubali dengan utomalis.

3. Ibu Ade Nurul Aida. S.E.. sclaku Analls APRN: untuk mempenmidah pembaca 
djbm fTU'ntah.inu c.irj penggunaan data Ini, bagaimana jlka ditambahkan 
eatatan penggunaan? Bagamiana jlku cover data dl scciap komisi didesain 
dengan wama yang Icbih nienarik?

Jawab: C-itaran bawab kaki .titan dluiinhabkan untuk menginformasikan menu 
'Source' untuk mengetahul lungs! dun kude program kcmenterian/lcmbaga. 
Untuk cover data, penulis akan meinperbaiklnya agar data Icbih mcnank.

Secara umum. langgapan pusitif didapackan dan Kepab Pusat Kapan Anggaran 
dan rckan-rckan Analls APBN cnengen.li proyck aktualisasi tcrkalt data RKA K/L ini.

PENUTUP

Dcmiklanlah scsi prcrscntasl internal dilaksanakan. Presentasi diiutup pada 
pukul 11.00 Win.

Mungetahui.
jukarta. 07 Oktoher 2019

Dwl Rest! Pranwi. S.T.. MPM.
19HH06212014022(101
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LAMPIRAN KEGIATAN 4

4.1 Laporan singkat hasil konsultasi dengan mentor
4.2 Data RKA K/L yang dapat diakses melalui website Pusat Kajian Anggaran
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t V •

Lampiran Tahapan Kegiatan 4.1

Laporan singkat hasii konsultasi dengan mentor

■Is

SEKRETARIAT (RNDERAI. DAN RADAN KRAIII.IAN 
UBWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KORAN SIKbKAT 
KONSULTASI DENGAN MENTOR

liari, tanmal 
Kukul 
Tcmp.il 
Kvglalaii

Scnin. 7 UkiotMir2019 
15.UU Win 3 d adpsai 
RuangAO.^ Kuut Ka|Ltn Anggiiran

Pvmliahiiun rencatia kugiatan dan lahapan htgialan akluiili&asi 
yang iclalt ditaksanakan

POKOK-POKOK PEMBICARAAN

I’add kvsi ki>ii>ulUiSi ketiga ini. luptk pembalijvau vj"K ililakMOdtuiii aiialdli 
niengcnai priijife-s penger|a<in dktuali$dxl paila min(aiu kelima pelaksanadn. yailu 
mKiggu kc-1 hiiUn (Iktobrr ^Ol'J Sp)aiili Ini. progrcs yaiip Midah dllakiikan adalah 
pciaksanaan Kcgialan 3, yaltu pcnyutunan laporan kegiatan dan mcbkukan 
presont.isi dalam rapat imcmal. dengan laJiapan Kegiatan scbagal oenkut:

1. Menyusun laporan kegiatan. yang mcinhahas iti laporan kegiatan umuk 
menennu ma&ukan alau perbaikan atas laporan kegiatan;

2. Mempreseniatikan ha»ll kegiatan daJain rapat internal yang telah diUkaanakan 
pada t,inp4>.il 7 Oktoher 7in'l, dengan oulpur yang ak.nn rtdampirkan dal.im 
laptiran kegiatan

Selaiii iiviiibaliasaii alas (lelaksaiiaan Kegiatan 3. sn\ kuitsulusi Ini juga 
mrmbahas Kegiatan Ayangakan dilaksanakan. yaitu pcngiinggahan konren data RKA 
K/l. yang telah didesain d.in dlkln^lfUcisikan pada website, dengan tahapan kegiatan 
scbasai benkuu

1 MeUkukan konstUeasi dengan Mentor terkalt data-data yang akan diunggah kc 
dalam website;

2. Melakukjn pengunggahan data-d.m KKA K/I.di website Push Kapon Anggaran

Diseleiiggarokan sesi kunsultasi pa tin kegtatan ini bcrtu|uan uncuk 
mendapatkan kritik. saran. serta persetiiiuan durl Mentor terkait database yang telah 
dikcr|akan sebolum dliinggah kcdalam website puskaiianggaran.dpr.go.ld. Setaiii Uu, 
pada sesi konsultasi k.slt Inl. dil.akukan koordinnsi mongonai roncana evidences yang 
akan dimiiai dalam l.apuraM Aktualisasi yang inembululikan persetujuun dan lamia 
tangan dan mentor, misninya lapsing dan doktimeiitasi.

PKNUTUP

Demikianlah konsultasi dengan mentor dilaksanakan. Konsultasi ini dilulup 
IMtla (tukul 1S.30 Wm

Jakarta. 7 Oktoher 2019

Dwi Hesli KniliwI. S.T.. MI>M
IdHBUhZ 1ZU14»Z2(J(H
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Lampiran Tahapan Kegiatan 4.2
Data RKA K/L yang dapat diakses di website Pusat Kajian Anggaran

Qpuutkajiakanggaiun
jT^ BAOAN KCAHLUN OPR Rl

m

M.d I

1

1“—•“

^1 j »

1 -- ■ ■ - ------------------
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